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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Peraturan acara pidana mempunyai maksud untuk mencari dan memperoleh 

atau sekiranya tidak bergerak menuju kebenaran materiil, khususnya realitas total 

dari suatu perkara penjahat dengan menerapkan pengaturan peraturan sistem 

pidana secara sungguh-sungguh dan tepat, bertekad untuk mencari siapa 

pelakunya. dapat dituduh melakukan pelanggaran. peraturan, dan kemudian 

menyebutkan penilaian dan pilihan dari pengadilan untuk memutuskan apakah 

terbukti telah diajukan suatu perbuatan melanggar hukum dan apakah orang yang 

dikecam dapat dituntut. 

Menemukan dan memperoleh atau bila tidak ada hal lain yang mengarah 

pada kebenaran materiil diterapkan pada pendahuluan perkara pidana di 

pengadilan, khususnya pada tahap pembuktian yang merupakan tahap penting 

dalam interaksi penilaian di pengadilan mengingat pada tahap ini hal itu 

cenderung diselesaikan terlepas dari apakah tersangka benar-benar bertanggung 

jawab. Verifikasi dilakukan dengan memperoleh bukti yang tidak diatur oleh 

peraturan untuk membantu pejabat yang ditunjuk dalam menetapkan suatu 

pilihan. 

Regulasi sebagai ide, pemikiran, dan standar sosial yang secara intrinsik 

dibawa sejak lahir adalah kecemerlangan kerangka nilai yang hidup di hati 

individu. Hukum bergantung pada basis sosial dimana ia berkembang, berlaku dan 
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menciptakan, hukum bukanlah standar yang lepas dari harga diri, keuntungan atau 

kerugian hanya bergantung pada manusia pelaksana atau individu yang 

menerapkannya. 

Penegasan dalam hukum acara pidana dicirikan sebagai suatu pekerjaan 

untuk mendapatkan data melalui pembuktian yang tiada henti untuk memperoleh 

suatu pemidanaan terlepas dari apakah perbuatan pelanggar hukum yang 

dipersalahkan telah didakwakan dan dapat melihat apakah tersangka telah 

melakukan suatu kesalahan atau tidak. Realitas yang dicari melalui pembuktian 

ini adalah kebenaran yuridis dan tidak langsung dengan alasan bahwa kebenaran 

hakiki sulit untuk dilacak. Pada tahap ini, juri diharapkan untuk memeriksa dan 

menilai konsekuensi dari pembuktian dengan menggunakan bukti yang sah 

sebelum menyimpulkan terlepas dari apakah penggugat bersalah atas suatu 

kesalahan. Jalannya pembuktian dalam suatu perbuatan pelanggar hukum 

diarahkan dalam Pasal 183-189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Dalam mendemonstrasikan suatu kasus pelanggar hukum, tidak sepenuhnya 

terpaku dengan adanya alat bukti. Tentang sahnya masih mengudara menurut 

Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan 

sebagai berikut: 

(1) Konfirmasi substansial adalah: 

Sebuah. pernyataan saksi; 

B. Deklarasi induk; 

 

C. Surat; 
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D. Panduan; 

 

e. Pernyataan penggugat. 

 

(2) Hal-hal yang pada umumnya diketahui tidak harus ditunjukkan. 

 

Dalam melihat perkara pidana di tingkat pendahuluan diharapkan dapat 

menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti, salah satu penegasan yang 

dapat digunakan selama menganalisis perkara pidana di pengadilan adalah 

pernyataan pengamat. Pernyataan saksi adalah alat bukti utama. Pada dasarnya, 

semua orang bisa menjadi pengamat, beberapa pengecualian untuk menjadi 

pengamat, antara lain: 

1. Keluarga sedarah atau perkawinan secara tertib sampai dengan 

pemeriksaan silang yang lengkap terhadap termohon atau yang sama-sama 

berperkara; 

2. Kerabat dari yang digugat atau dipersalahkan secara bersama-sama, sanak 

saudara ibu atau saudara pengganti bapak, ditambah orang-orang yang terikat 

perkawinan, dan keturunan dari anggota-anggota keluarga yang berperkara sampai 

dengan pemeriksaan silang yang menyeluruh; 

3. Pasangan atau istri dari tergugat, meskipun mereka berpisah atau 

berperkara bersama. 

Pembuktian terbatas yang tidak diatur dalam Pasal 184 KUHAP, berupa 

keterangan-keterangan pengamat khusus, artikulasi induk, surat-surat, petunjuk- 

petunjuk, dan keterangan-keterangan dari pihak yang berperkara. Dilihat dari 

rencana artikulasi saksi, dapat dikatakan bahwa keterangan saksi sangat penting 

bukan hanya karena tingkat kebenarannya dan diajukan dalam permintaan utama 
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pembuktian lain, tetapi juga karena pernyataan saksi diberikan oleh orang-orang 

sehingga keterangan saksi diperlukan terkait dengan apa yang dilihat, didengar, 

dan juga dialami sendiri. 

Kehadiran seorang pengamat adalah untuk memberikan data yang 

berhubungan dengan kasus yang sedang dianalisis, untuk memberikan pernyataan 

sesuai dengan apa yang telah dilihat, didengar, atau benar-benar ditemui suatu 

tindakan penjahat yang sedang diperiksa selama interaksi kasus. Seorang 

pengamat harus memberikan data yang asli, namun hukum yang sebenarnya 

benar-benar menyerahkan pelaksanaannya kepada keakraban etis dengan 

pengamat yang bersangkutan. 

Soal kekuatan pembuktian pengamat korban selama proses penilaian 

perkara harus dipenuhi agar keterangan pengamat dapat dianggap sah sebagai alat 

bukti yang mempunyai nilai pembuktian, antara lain: bahwa sebelum memberikan 

pernyataan, pengamat harus terlebih dahulu membuat sumpah atau jaminan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 160 (3) KUHAP, dalam Pasal 171 huruf an 

KUHAP bahwa: 

Seorang anak muda yang melihat, mendengar atau menemukan sendiri 

tindakan penjahat dapat menegaskan sebagai pengamat tanpa membuat sumpah di 

awal. 

 
 

Sebagaimana diindikasikan oleh KUHAP, artikulasi saksi tidak memiliki 

nilai sebagai alat bukti yang sah, namun pernyataannya harus digunakan sebagai 

pembantu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP. Salah satu 
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pernyataan korban perzinahan dalam keluarga di Wilayah Hukum Polres Indragiri 

Hilir dengan data bermula ketika dugaan meyakinkan pemerhati korban untuk 

melakukan hubungan seks. Tersangka bersumpah untuk menikahi pengamat 

korban dengan asumsi dia hamil. Atas pengaruh tersangka, pengamat korban 

dapat melakukan hubungan seksual dengan tersangka. Penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Kekuatan Kesaksian Korban Terhadap Tindak 

Pidana Persetubuhan Dalam Keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.” 

 
B. Masalah Pokok 

 

1. Bagaimana kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana 

persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir ? 

2. Apa hambatan dan kendala kekuatan kesaksian korban terhadap tindak 

pidana persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir ? 

 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan sebagai dasar 

mencari pembenaran pada permasalahan hukum, yaitu : 

1. Untuk mengetahui kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana 

persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir. 

2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala kekuatan kesaksian korban 

terhadap tindak pidana persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor 

Indragiri Hilir. 

Manfaat atau kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam suatu 

penelitian secara umum dan spesifik dapat dibedakan dari 2 (dua) sisi, yaitu dari 
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sisi teoritis (keilmuan) dan dari sisi praktis (guna laksana). Adapun manfaat atau 

kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis (keilmuan), diharapkan dapat menambah atau 

mengembangkan konsep dan teori keilmuan dalam lapangan hukum pidana, 

khususnya terkait dengan kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana 

persetubuhan dalam keluarga. 

2. Secara praktis (guna laksana), diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran atau masukan konstruktif, khususnya untuk menerapkan uapaya 

atas hambatan dan kendala pada kekuatan kesaksian korban terhadap tindak 

pidana persetubuhan dalam keluarga. 

 
D. Kerangka Teori 

 

1. Teori Sistem Peradilan Pidana 

 

Kerangka penegakan hukum dalam KUHAP adalah sebagai kerangka 

penegakan hukum yang berbadan hukum. Kerangka kerja ini tergantung pada 

pedoman pemisahan yang berguna antara polisi sesuai dengan kekuasaan yang 

diizinkan oleh peraturan. 

Kerangka penegakan hukum di Indonesia tidak hanya diatur dalam sebuah 

kitab peraturan dan pedoman dalam KUHAP tetapi dalam berbagai peraturan dan 

pedoman yang berkaitan dengan kerangka penegakan hukum. 

Romli Atmasasmita mencirikan kerangka penegakan hukum sebagai istilah 

yang menunjukkan komponen yang berfungsi dalam penangkalan pelanggaran 

dengan menggunakan pendekatan kerangka dasar. Sebagai kerangka penegakan 
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hukum, terdapat tiga metodologi, yaitu metodologi regularizing, otoritatif dan 

sosial. 

Pendekatan regularisasi melihat empat petugas polisi (polisi, pemeriksa, 

pengadilan, dan organisasi perbaikan) sebagai pelaksana pembentukan peraturan 

dan pedoman material sehingga empat majelis mekanis merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari kerangka persyaratan hukum secara eksklusif. Metodologi 

manajerial memandang keempat polisi sebagai suatu kesatuan administrasi yang 

memiliki instrumen yang berfungsi, baik hubungan level maupun vertikal sesuai 

dengan desain otoritatif yang berlaku di dalam asosiasi, kerangka yang digunakan 

adalah kerangka regulasi, sedangkan metodologi sosial memandang keempat 

polisi sebagai salah satu ciri asosiasi. yang tidak dapat dipisahkan dari suatu 

kerangka sosial dengan tujuan agar daerah secara keseluruhan bertanggung jawab 

atas pencapaian dan kekecewaan dari empat persyaratan peraturan otoritas dalam 

menyelesaikan kewajibannya, kerangka yang digunakan adalah kerangka sosial. 

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan kerangka 

penegakan hukum adalah kerangka pengendalian perbuatan melawan hukum yang 

terdiri dari yayasan kepolisian, penyidik, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan. Mardjono berpendapat, ada empat bagian dalam kerangka 

penegakan hukum (polisi, pemeriksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) 

yang diandalkan untuk bekerja sama dan dapat membentuk kerangka penegakan 

hukum yang terpadu. Muladi menekankan pentingnya kerangka penegakan 

hukum yang terkoordinasi adalah sinkronisasi atau keselarasan yang dapat 

dikenali dalam: 
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Sebuah. Sinkronisasi primer (underlying sinkronisasi) adalah sinkronisasi 

dan keakraban dalam sistem hubungan antar organisasi otorisasi regulasi. 

B. Sinkronisasi signifikan adalah (sinkronisasi signifikan) khususnya 

paralelisme vertikal dan datar dan keramahan yang sesuai dengan regulasi 

positif. 

C. Sinkronisasi sosial (socialsynchronization) adalah keselarasan dan 

keserasian dalam menghayati cara pandang, mentalitas, dan metode nalar 

yang melandasi upaya umum kerangka penegakan hukum. 

 
 

Kerangka pendekatan dalam penegakan hukum adalah: 

 

Sebuah. Penekanannya adalah pada koordinasi dan sinkronisasi bagian 

penegakan hukum (polisi, pemeriksa, pengadilan dan yayasan restoratif). 

B. Pengelolaan dan pengendalian penggunaan kekuatan oleh bagian 

penegak hukum. 

C. Kelangsungan kerangka antisipasi pelanggaran adalah prioritas yang 

lebih tinggi daripada produktivitas tujuan kasus. 

D. Pemanfaatan regulasi sebagai instrumen untuk membentengi 

penyelenggaraan pemerataan. 

Penegakan hukum sebagai kerangka kerja memiliki banyak konstruksi atau 

subsistem yang harus bekerja dengan cara yang baik, terencana dan 

integratif untuk mencapai kecakapan dan kecukupan terbesar. Antar 

subsistem apabila tidak dapat bekerja secara terus menerus maka akan 

menimbulkan kerugian yang dapat dinilai, antara lain: 
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Sebuah. Kesulitan dalam menilai sendiri pencapaian atau kekecewaan setiap 

organisasi, sebanding dengan kewajiban bersama mereka; 

B. Kesulitan dalam menangani masalah prinsip setiap organisasi sebagai 

subsistem dari kerangka penegakan hukum; 

C. Kewajiban setiap organisasi secara teratur kurang dipartisi, dengan tujuan 

agar setiap kantor tidak terlalu mempertimbangkan kelangsungan hidup 

sistem penegakan hukum secara umum. 

Kerangka penegakan hukum meminta hubungan yang sesuai antara 

subsistem manajerial dalam pelaksanaan kerangka penegakan hukum yang 

tergabung. Logikanya, persoalan organisasi hukum dalam kerangka penegakan 

hukum merupakan variabel yang sangat besar dalam standar persyaratan dan 

pemerataan regulasi melalui subsistem kerangka penegakan hukum yang 

terkoordinasi. 

Dalam hal persoalan organisasi hukum kurang baik dalam ide dan 

pelaksanaannya, maka tujuan yang ingin dicapai dengan adanya suatu kerangka 

penegakan hukum yang berbadan hukum tidak dapat dipahami dan yang terjadi 

adalah sebaliknya, khususnya kekecewaan terhadap standar dan aturan yang sah 

yang menyusun premis sistem standarisasi kerangka penegakan hukum yang 

terkoordinasi. . Kerangka penegakan hukum umumnya memiliki hasil dan saran 

sebagai berikut: 

Sebuah. Semua subsistem akan terkait dengan alasan bahwa item (hasil) dari 

suatu subsistem adalah informasi (kontribusi) untuk subsistem yang berbeda; 
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B. Pendekatan kerangka kerja memberdayakan konferensi dan kolaborasi 

antar lembaga yang dengan demikian akan memperluas upaya untuk mendorong 

prosedur untuk keseluruhan kerangka kerja; 

C. Strategi yang dipilih dan dijalankan oleh suatu subsistem akan 

mempengaruhi subsistem lainnya.11 

Ketergantungan antar subsistem dalam kerangka penegakan hukum secara 

konsekuen akan menjadikan kerangka penegakan hukum sebagai kerangka kerja 

yang dikoordinasikan menjadi suatu kerangka dengan tujuan yang sama. 

Kerangka hukum memiliki alasan yang signifikan, khususnya untuk melindungi 

masyarakat umum dan melaksanakan hukum. 

2. Teori Negara Hukum 

 

Hukum dan ketertiban ditegakkan dalam hukum dan ketertiban, yang pada 

dasarnya memiliki aturan bahwa kekuasaan yang paling tinggi dalam suatu negara 

tergantung pada peraturan. Hukum dan ketertiban merupakan substansi esensial 

dari kesepakatan bersama dari setiap hukum dan ketertiban. Perjanjian tersebut 

berisi komitmen kepada hukum (negara) untuk mengikuti, menyetujui dan 

membinanya sehubungan dengan pergantian peristiwa yang sah. 

Kemungkinan hukum dan ketertiban sudah sangat tua, jauh lebih mapan dari 

masa ilmu kenegaraan itu sendiri, pemikiran tersebut merupakan pemikiran maju 

yang multi sudut pandang dan asli 100% dari waktu ke waktu. Dengan asumsi 

bahwa Anda melihat latar belakang sejarah perkembangan pemikiran filosofis 

tentang hukum dan ketertiban, itu dimulai pada 1800 SM. Kemajuannya terjadi 
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sekitar abad XIX hingga abad XX. Menurut Jimly Ashiddiqie, kemungkinan 

terciptanya hukum dan ketertiban dari kebiasaan Yunani kuno. 

Arti penting hukum dan ketertiban pada dasarnya didirikan pada gagasan 

dan hipotesis hukum dan ketertiban yang pada tingkat dasar menyatakan bahwa 

kekuasaan yang paling penting dalam suatu negara adalah peraturan, dengan 

demikian semua perlengkapan negara, apapun namanya, termasuk penduduk, 

harus tunduk dan patuhi dan pertahankan hukum apa pun. 

Menurut Krabe, negara sebagai pembuat dan penguasa regulasi dalam 

keseluruhan pelaksanaannya harus mematuhi regulasi terkait. Dalam pengertian 

ini hukum mengatur negara. Mengingat pemahaman hukum yang bersumber dari 

perhatian hukum terhadap individu, hukum memiliki kekuasaan yang tidak 

berhubungan dengan individu. 

Seperti yang ditunjukkan oleh Aristoteles, kondisi regulasi adalah ekspresi 

yang dibebaskan dari hukum yang berlaku untuk semua orang yang menjamin 

keadilan bagi penghuninya. Menurutnya, pemerataan merupakan syarat 

tercapainya kehidupan yang ceria bagi penduduk suatu negara. Bagi Aristoteles, 

penguasa dalam negara tentu saja bukanlah orang yang sejati, melainkan pikiran 

yang sederhana, sedangkan penguasa sejati hanyalah pemegang regulasi dan 

keseimbangan. 

Sebagaimana ditunjukkan oleh Utrecht, standar hukum dan ketertiban 

tercipta seiring dengan kemajuan masyarakat dan negara. Utrecht mengenal dua 

macam hukum dan ketertiban, khususnya hukum dan ketertiban yang tepat atau 
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hukum dan ketertiban tradisional dan hukum dan ketertiban dalam arti materiil 

atau kondisi peraturan yang mutakhir. 

Perbedaan antara kedua model hukum dan ketertiban tersebut terletak pada 

penugasan ekspres, yaitu tugas negara untuk melengkapi peraturan dan pedoman 

untuk melakukan permintaan atau disebut juga negara jaga malam 

(nachtwackerstaats). Penugasan negara tidak hanya sebatas untuk mengendalikan 

segala sesuatunya, tetapi juga kehadiran negara adalah untuk melaksanakan 

bantuan pemerintah individu untuk mewujudkan pemerataan (government 

assistance state). Kapasitas negara dari segi material menjadikan hal yang utama 

bagi sebuah negara untuk bertindak sebagai pekerja daerah (public help), untuk 

menggarap bantuan pemerintah daerah. 

Negara bantuan pemerintah adalah alasan untuk posisi dan kapasitas otoritas 

publik (bestuurfunctie) di negara-negara saat ini. Negara bantuan pemerintah 

adalah kebalikan langsung dari gagasan negara yang sah formal (gaya lama), yang 

tergantung pada kemungkinan melakukan manajemen yang keras dari para 

koordinator kekuasaan negara. 

Menurut Anthony Giddens, komponen negara yang demikian menyebabkan 

negara bersifat intervensionis, artinya negara akan senantiasa mengambil bagian 

dalam setiap perkembangan dan langkah masyarakat dengan alasan 

mengusahakan bantuan pemerintah secara menyeluruh. Tugas negara ternyata 

sangat luas dan sampai pada setiap bagian kehidupan individu di segala bidang 

mulai dari sosial-sosial, politik, ketat, inovasi, penjagaan dan keamanan, terlepas 

dari apakah penting untuk masuk ke dalam kehidupan pribadi. penghuninya 
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(misalnya mengarahkan perkawinan, agama, dll). Penyimpangan penyalahgunaan 

kekuasaan sebenarnya memerlukan standar yang mendasar dalam pelaksanaan 

suatu kondisi regulasi yang mutakhir, sedangkan komponen utama dalam suatu 

kondisi regulasi, khususnya bantuan pemerintah, meliputi: 

a. Jaminan kebebasan dasar; 

 

b. Pembagian/pembagian kekuatan; 

 

c. Legalitas Pemerintah; 

 

d. Pengadilan Tata Usaha Negara yang otonom dan tidak berprasangka; dan 

 

e. Pengakuan atas bantuan pemerintah secara keseluruhan terhadap warga. 

 

Pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (social service atau 

public service). Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah 

dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya 

terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus, yang muaranya adalah 

perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat. 

Menurut Maria Farida, prinsip negara hukum Indonesia adalah negara 

hukum pengurus (Verzonginstaat). Apabila dicermati secara sungguh-sunggu 

negara hukum ini sangat mendekati konsep Negara hukum kesejahteraan 

(welfarestaat), dapat dipahami melalui pembukaan Undang-undang Dasar 1945, 

khususnya pada alinea IV, yang selanjutnya dirumuskan :1 

“…. negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
 

 
 

1 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan 

Pembentukannya), Kanisius, Jakarta, 1998. hlm. 1. 
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bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...” 

 

3. Teori Kebijakan Kriminal 

 

Seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, strategi kriminalisasi 

adalah suatu pendekatan dalam memutuskan suatu demonstrasi yang semula 

bukan perbuatan salah (tidak dinafikan) menjadi suatu perbuatan bajingan 

(perbuatan pelanggar hukum). Secara umum, strategi kriminalisasi terhadap 

pelanggaran inovasi data penting untuk pendekatan pidana (criminal setting) 

dengan menggunakan metode pengaturan pidana (corrective), dan oleh karena itu 

penting untuk strategi pengaturan pidana (reformatory arrangement), khususnya 

strategi perencanaannya. Strategi kriminalisasi ini bukan sekedar pengaturan 

untuk memutuskan, mencari tahu atau merencanakan kegiatan apa yang dapat 

ditolak (menghitung persetujuan pidana). 

Isu perincian strategi atau pengaturan dikumpulkan dalam kerangka 

pengaturan pidana (pendekatan resmi) yang disepakati dan dikoordinasikan. 

Menurut Sudarto, masalah kriminalisasi harus fokus pada hal-hal berikut: 

Sebuah. Penggunaan peraturan pidana harus mempertimbangkan tujuan 

pergantian peristiwa publik, khususnya memahami masyarakat yang adil dan 

makmur yang benar-benar merata dan mendalam berdasarkan Pancasila, 

penggunaan peraturan pidana berarti untuk menangani kesalahan dan lebih lanjut 

memperkuat tindakan penanggulangan yang sebenarnya, atas bantuan dan 

jaminan pemerintah daerah. 

B. Perbuatan-perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau dilampaui oleh 

peraturan pidana harus berupa demonstrasi-demonstrasi yang tidak 
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menguntungkan, khususnya kegiatan-kegiatan yang membawa luka (materi atau 

berpotensi mendalam) kepada individu-individu dari daerah setempat. 

C. Penggunaan peraturan pidana juga harus mempertimbangkan pedoman 

keuntungan penghematan uang, ditentukan antara berapa banyak biaya yang 

ditimbulkan dan hasil yang diandalkan untuk dicapai. 

Isu mengutuk dan mendekriminalisasi demonstrasi harus sesuai dengan 

masalah kriminal pemerintah yang diambil oleh negara Indonesia, untuk lebih 

spesifik sejauh mana demonstrasi bertentangan dengan kualitas utama yang 

berlaku di arena publik serta oleh daerah setempat yang dianggap patut atau tidak 

patut untuk ditolak sehubungan dengan pemberian bantuan pemerintah daerah, 

sebagai berikut : 

Sebuah. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak dinikmati atau dibenci oleh 

daerah setempat karena bersifat negatif, atau dapat menghambat, menimbulkan 

korban jiwa atau dapat menimbulkan korban jiwa. 

B. Biaya penghukuman diimbangi dengan hasil yang ingin dicapai, 

menyiratkan bahwa biaya pembuatan peraturan, penegakan hukum, dan beban 

yang ditanggung oleh penyintas pelaku dan pelaku pelanggaran harus diimbangi 

dengan keadaan aturan. hukum yang ingin dicapai. 

C. Beban ekstra aparat kepolisian yang tidak disesuaikan atau jelas tidak 

dapat dilakukan sesuai dengan kapasitasnya. 

D. Menekan atau menghalangi standar negara Indonesia, khususnya 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dengan tujuan mengancam 

seluruh masyarakat. 
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Strategi kriminalisasi erat kaitannya dengan pendekatan sosial dimana 

pengaturan sosial memiliki titik bantuan sosial pemerintah (social government 

assistance) dan jaminan wilayah lokal (social guard strategy), yang telah tertulis 

dalam Deklarasi Nomor 3 Caracas yang disampaikan oleh Kongres Perserikatan 

Bangsa-Bangsa keenam. . 1980 adalah: 

Kebijakan sosial dan juga kebijakan pembangunan erat kaitannya dengan 

politik hukum yang dimiliki oleh masing-masing negara, Politik hukum 

mengandung penentuan pilihan atau pengambilan sikap terhadap tujuan- 

tujuan yang dianggap paling baik termasuk di dalamnya usaha-usaha untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut.2 

 

Menurut Mahfud, politik hukum dimana menurutnya politik hukum adalah 

sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh 

pemerintah Indonesia yang meliputi :3 

a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan 

terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. 

b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi 

lembaga dan pembinaan para penegak hukum. 

Menurut Filemon Ginting, masalah pemerintahan yang sah sebagai 

penyelidikan perubahan yang harus dilakukan dalam peraturan terkait ius 

constitutum untuk mengatasi masalah kehidupan individu di masa depan ius 

constituendum, masalah pemerintahan yang sah mengandung arti mencoba atau 

membuat dan membentuk peraturan yang besar. 

 

2 Philemon Ginting, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi 

Melalui Hukum Pidana, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008. hlm. 13. 
3 Moh. Mahfud, MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, 

Yogyakarta, 1999. hlm. 9. 
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Sejauh upaya antisipasi perbuatan salah, pada umumnya dapat dipisahkan 

menjadi 2 (dua), yaitu melalui jalur korektif (peraturan pidana) dan melalui jalur 

nonpunitif (tidak atau di luar peraturan pidana). Penggunaan peraturan pidana 

(penerapan peraturan pidana) tidak dapat dipisahkan dari keberadaan peraturan 

dan pedoman pidana, seperti yang ditunjukkan oleh Sudarto, pekerjaan untuk 

mengakui peraturan dan pedoman pidana yang sesuai dengan kondisi dan keadaan 

sekaligus dan untuk selama-lamanya. masa depan berarti menyelesaikan masalah 

peraturan perundang-undangan pidana. 

Isu-isu pemerintah tentang peraturan pidana dalam tulisan asing sering 

dikenal sebagai strategi hukuman, menurut Marc Ancel, pengaturan korektif 

adalah ilmu dan keahlian yang pada akhirnya memiliki alasan yang masuk akal 

untuk memberdayakan pedoman hukum positif untuk dipahami lebih baik dan 

untuk memberikan arahan, tidak hanya kepada pejabat, tetapi juga kepada 

koordinator atau pelaksanaan pilihan pengadilan. 

Barda Nawawi Arief memberikan pengertian pengaturan peraturan pidana 

(strategi hukuman/pendekatan peraturan pidana/strafrechtspolitiek), khususnya 

bagaimana mengupayakan atau membentuk suatu peraturan pidana yang layak. 

Pendekatan pengaturan pidana atau untuk situasi ini reformator (penjahat) 

diisolasi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: 

Sebuah. Tahap penyusunan formulatif atau resmi 

 

Tahap pengaturan disetujui sejauh memutuskan atau membentuk kegiatan 

apa yang dapat ditolak yang terletak pada masalah utama dalam peraturan pidana, 
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termasuk tindakan yang melawan hukum, slip-up atau kewajiban pidana dan 

persetujuan apa yang kemudian dapat dipaksakan oleh pembuat undang-undang. 

B. Tahap pengaturan praktis atau hukum 

 

Tahap pengaturan adalah kekuasaan sejauh penerapan peraturan pidana oleh 

aparat pelaksana peraturan, misalnya polisi atau pengadilan. 

C. Tahap pengaturan pemimpin atau otoritatif 

 

Tahap strategi sejauh melakukan pengaturan pidana dengan melakukan 

pejabat atau eksekusi pidana. Dalam tahap penyusunan formulatif ini, Barda 

Nawawi Arief berpendapat bahwa strategi perincian merupakan tahap yang paling 

esensial dari pendekatan reformatoris dengan alasan bahwa pada tahap tersebut 

majelis disetujui untuk memutuskan atau merencanakan kegiatan apa yang dapat 

ditolak yang terletak pada masalah pengaturan pidana termasuk perbuatan yang 

melawan hukum. , kesalahan, risiko kriminal dan saksi apa yang mungkin 

bergantung. 

E. Kerangka Operasional 

 

Dalam penulisan supaya menghindari kesalahpahaman pada judul, maka 

penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut : 

1. Kesaksian korban merupakan saksi adalah salah satu alat bukti dalam 

perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 

menyebut alasan dan pengetahuannya itu.4 Kesaksian adalah suatu 

keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai 

 
 

4 Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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kejadian tertentu, yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri.5 Saksi korban 

adalah Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan 

adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan 

yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.6 

2. Tindak pidana persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki- 

laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan 

kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani 

didalam kemaluan perempuan, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun 

kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan 

perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan 

perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan.7 

 
F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan 

untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan 

sistematis. Untuk melakukan penelitian dalam tesis ini, penulis menggunakan cara 

sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Premadania Grup, 

Jakarta, 2014. hlm. 236-238. 
6 Muhandar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Putra Media 

Nusantara, Surabaya, 2010. hlm. 5. 
7 Andi Zainal Farid dan dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana. Indonesia. 

Cet. 1, Yarsif Watampone, Jakarta, 2007. hlm. 339. 
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Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi 

(observational Research).8 Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif 

analitis. 

2. Objek Penelitian 

 

Dalam penelitian ini menjelaskan secara singkat mengenai obyek penelitian, 

tindak pidana persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir. 

3. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah Kepolisian Resor 

Indragiri Hilir, penerapan kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana 

persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir sehingga penulis 

tertarik mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resor Indragiri Hilir. 

 
 

4. Populasi dan Sampel 

 

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau individu 

yang sedang dikaji,9 sedangkan sampel adalah sebagian atau subset (himpunan 

bagian) dari suatu populasi. Populasi dapat berisikan data yang besar sekali 

jumlahnya, yang mengakibatkan sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap 

seluruh data tersebut, sehingga pengkajian dilakukan terhadap sampel. Dalam 

penelitian mengambil populasi dan sampel penelitian ini dengan mengunakan 

metode random,10 Metode random merupakan metode yang digunakan dengan 

cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada, 

 

8 Buku Panduan Penulisan Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indragiri, 

Pekanbaru, 2018. hlm. 11. 
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi I Cetakan 5, Kencana, Jakarta, 2009. 

hlm. 18. 
10 Buku Panduan Penulisan Tesis, Op.Cit, hlm. 12. 
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dengan terlebih dahulu sampelnya secara acak oleh peneliti. Penulis anggap cukup 

mendukung dalam penyelesaian penelitian, yaitu : 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

 

No. Populasi Responden Sampel 

1 Kasat Reskrim (Polres INHIL) 1 - 

2 Penyidik (Polres INHIL) 17 2 

 

3 
Korban Tindak Pidana 

Persetubuhan 

 

26 
 

2 

 

4 
Orang tua Korban Tindak Pidana 

Persetubuhan 

 

26 
 

2 

Jumlah 11 6 

Sumber Data : Data Olahan Penelitian tahun 2021 

 

 

5. Data dan Sumber Data 

 

Dalam penelitian hukum normatif dan sumber data yang dipergunakan adalah 

data sekunder yang dapat dikelompokan menjadi : 

a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam 

penelitian ini adalah informasi diperoleh melalui responden yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. 

b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi 

menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer yaitu buku-buku literatur, dan jurnal serta internet yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 
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c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi 

untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

yaitu kamus hukum Indonesia. 

6. Alat Pengumpul Data 

 

Alat pengumpul data dalam penelitian yang penulis gunakan hanya 

wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis 

mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. 

7. Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu data yang diperoleh dari 

data sekunder dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan berkualitas, kemudian 

disusun secara sistematis agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas.11 

Setelah selesai dianalisis, lalu penulis olah dan disajikan dengan cara 

menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci, 

kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, 

dokumen-dokumen dan data lainnya. 

8. Metode Penarikan Kesimpulan 

 

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. 

penelitian ini bermaksud menggambarkan data yang diperoleh dan memberi 

penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan argumentasi 

tentang    penerapan    kekuatan    kesaksian    korban    terhadap    tindak    pidana 

 

 

 
 

 
11 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 192. 
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persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Penarikan 

kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.12 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

12 Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif dapat dilakukan secara  

langsung dan tidak langsung. Penarikan tidak langsung ditarik dari dua premis. Penarikan secara  

langsung ditarik dari satu premis. Lihat : http://vincentiawhy.blogspot.com/2010/05/penalaran- 

adalah-suatu-proses-berpikir 09.html/diaksestanggal10Januari2021jam22.00Wib 

http://vincentiawhy.blogspot.com/2010/05/penalaran-
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Ketentuan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 

Di Indonesia 

1. Pengertian Perlindungan Anak 

 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengetahuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hallainnya. 

Keamanan mengandung arti sebagai strategi, interaksi atau demonstrasi 

pengamanan, sedangkan hukum adalah pedoman koersif yang memutuskan cara 

manusia berperilaku lokal yang dibuat oleh badan resmi yang disetujui. Dalam 

Deklarasi Hak Anak tahun 1959 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 

pada tanggal 20 November 1959, dinyatakan bahwa jaminan anak diakui sebagai 

berikut: 

a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam :13 

 

1. Bidang hukumpublik 

 

2. Bidang hukum keperdataan 

 

b. Perlindungan non yuridis yang meliputi: 

 

1. Bidang sosial 

 

2. Bidang kesehatan 
 

 
 

13 Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, C.V. Bumi Aksara, Jakarta, 1990. 

hlm. 20. 
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3. Bidang kependidikan 

 

Menurut C. S. T. Kansil, bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya 

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari 

pihak manapun.14 Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah 

sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal 

dari hal lainnya.15 

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti 

dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.16 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan 

kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam 

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum 

manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.17 

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara 

merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan- 

tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan 

hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai 

dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun 

 

 

 
 

 

 

14 C. S. T. Kansil, Perlindungan Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2000. hlm. 16. 
15 Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, 

Yogyakarta, 2005. hlm. 5. 
16 Mukti A. Fadjar, Perlindungan Hukum, Bagus Media Puslitbang, Malang, 2005. hlm. 27 
17 Http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-paraahli/ diakses pada 

tanggal 4 November 2022, Pukul 13.00 Wib. 

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-paraahli/
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dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis 

maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.18 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

manusia.19 

2. Pengertian Anak 

 

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, 

anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil, anak pada 

hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan 

mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.20 Anak adalah seorang lelaki atau 

perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga 

merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang 

tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah 

dewasa.21 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

 

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam 

pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai 

 

 

 
 

18 Ibid. 
19 Http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html diakses tanggal 

19 Januari 2022 jam 1600 Wib 
20 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988. hlm. 

30. 
21 Https://id.wikipedia.org/wiki/Anak. diakses tanggal 01 Januari 2022 jam 14.11 Wib. 

http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html
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hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum 

yang berlaku. 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 

menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

Anak yang menjadi korban tindak pidana unjuk rasa yang selanjutnya 

disebut korban anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 

yang mengalami kemalangan fisik, mental, maupun finansial yang diakibatkan 

oleh tindak pidana unjuk rasa. 

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

 

Pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. 

Pasal 1 angka 5 menyatakan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 

18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada 

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. 

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 



28  

 

 

menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh 

satu) tahun dan belum pernah kawin”. 

3. Pengertian Korban 

 

Dalam rencana yang sah di Indonesia, korban umumnya adalah pihak yang 

paling dirugikan, selain korban telah mengalami kemalangan karena kesalahan 

yang telah terjadi padanya, baik secara nyata, nyata, dan mental, korban juga perlu 

mengalami dua kali lipat penderitaan. mengingat fakta bahwa tanpa pengakuan itu 

secara teratur diperlakukan secara unik sebagai metode untuk pengakuan ini. suatu 

kepastian yang sah, misalnya, harus dikomunikasikan kembali, diingatkan dan 

dalam hal apapun, mengulangi (remake) kesalahan yang telah terjadi padanya 

selama menjalani siklus penilaian, baik pada tingkat pemeriksaan maupun setelah 

kasus dianalisis di pengadilan. Dari penggambaran korban perbuatan salah, dapat 

ditentukan siapa yang dikenal sebagai penyintas perbuatan salah, antara lain: 

Sebuah. Korban langsung adalah korban yang langsung mengalami dan 

merasakan penderitaan akibat perbuatan salah. Dimana korban langsung ini 

memiliki kualitas, antara lain: 

Sebuah. Korban adalah individu, baik secara mandiri atau seluruhnya. 

 

B. Mengalami musibah. 

 

C. Disebabkan oleh demonstrasi atau pengawasan yang dicirikan dengan 

peraturan pidana, atau 

D. Karena penganiayaan kekerasan. 

 

B. Korban backhand, lebih tepatnya perkembangan korban karena adanya 

seseorang yang menjadi penengah dalam membantu korban langsung atau ikut 
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serta dalam mencegah timbulnya korban atau orang-orang yang menggantungkan 

hidupnya untuk mengkoordinasi korban, seperti pasangan atau suami, anak-anak 

dan keluarga terdekatnya. . 

Muladi mengatakan (korban) adalah individu yang, secara terpisah atau 

bersama-sama, telah mengalami kemalangan termasuk kerusakan fisik atau 

mental, gairah, keuangan atau signifikan terhadap kebebasan esensial mereka, 

melalui tindakan atau komisi yang menyalahgunakan peraturan pidana di masing- 

masing dari mereka. negara, termasuk penganiayaan kekerasan. 

Menurut Kamus Kejahatan, yang dikutip oleh seorang ahli Abdussalam, 

bahwa korban kesalahan adalah orang yang mengalami siksaan fisik atau mental, 

kehilangan harta benda atau menyebabkan kematian karena perbuatan atau upaya 

pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. demonstrasi dan lain- 

lain. Individu yang mendapatkan kesengsaraan yang sebenarnya, dll adalah yang 

selamat dari pelanggaran atau demonstrasi kriminal. Arti yang berbeda dari 

korban telah dikemukakan oleh spesialis yang berbeda, termasuk: 

2. Korban adalah orang-orang yang menderita secara nyata dan mendalam karena 

kegiatan orang lain yang mencari kepuasan atas keinginannya sendiri atau orang 

lain yang bertentangan dengan kepentingan kebebasan dasar pihak yang 

dirugikan. 

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 

Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, korban 

adalah orang atau perkumpulan yang mengalami penderitaan karena pelanggaran 
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kebebasan dasar yang sejati yang memerlukan jaminan fisik dan mental. dari 

bahaya, kejengkelan, ketakutan dan kebrutalan dari pihak manapun. 

4. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, yang dimaksud dengan korban adalah setiap orang yang mengalami 

kesengsaraan fisik, mental, dan tambahan keuangan yang diakibatkan oleh 

perbuatannya. 

Pihak-pihak yang menanggung akibat terjadinya suatu perbuatan pelanggar 

hukum, maka pada saat itu peraturan tersebut harus memberikan pengakuan, 

jaminan dan sertifikasi atas terpenuhinya kebebasan korban yang dirugikan. 

Akibat perbuatan salah terhadap korban adalah : 

1. Kemalangan material karena perampokan (agak bisa dikalahkan dengan 

pembayaran asuransi atau penerimaan barang dagangan yang diambil), dan 

hilangnya waktu untuk melaporkan perampokan ke polisi dan mungkin didengar 

sebagai pengamat. 

2. Kemalangan yang tidak diinginkan karena sensasi menjadi korban 

kadang-kadang juga karena goyahnya kepercayaan karena lambatnya kegiatan 

pendalaman, dakwaan, dan landasan hukum, jika menurut korban pelakunya 

kesalahan dikutuk menjadi terlalu ringan. 

Dalam kondisi yang keterlaluan, tindakan pelanggar hukum dapat diajukan 

oleh yang bersangkutan, khususnya dengan melakukan tindakan main hakim 

sendiri (eigen-richting) atau sebagai imbalan dengan mengambil produk orang 

lain. Ruang lingkup mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal, yaitu : 
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1. Siapa yang menjadi korban, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami 

korban kejahatan. 

2. Siapa yang bertanggungjawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian 

yang dialami korban kejahatan dapat dipulihkan. 

3. Kerugian dan penderitaan korban suatu tindak pidana dapat berupa materi, 

fisik, psikologis, dan sosial. 

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa korban ialah orang, baik secara 

individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak 

berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk 

peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.22 Selain itu 

korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan 

(tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum 

pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap 

norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. 

4. Pengertian Kekerasan Seksual 

 

Kebrutalan terhadap anak muda adalah demonstrasi yang disengaja yang 

membuat kerusakan atau kenakalan anak-anak (baik secara tulus maupun 

batiniah). Jenis-jenis kekejaman terhadap anak muda dapat dikelompokkan 

menjadi kebrutalan aktual, kebiadaban mental, kekejaman seksual dan kekejaman 

sosial. Kekejaman seksual terhadap anak-anak menurut End Child Prostitution in 

Asia Tourism (ECPAT) International adalah hubungan atau kerjasama antara 

seorang anak dengan orang yang lebih mapan atau orang dewasa, misalnya, 

 

22 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2005. hlm. 45. 
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kerabat atau orang tua yang lebih aneh di mana anak itu digunakan. sebagai 

barang untuk memenuhi kebutuhan seksual pelakunya. Tindakan ini dilakukan 

dengan menggunakan paksaan, bahaya, imbalan, kesepakatan ganda, dan bahkan 

ketegangan. Latihan-latihan kebrutalan seksual terhadap anak-anak ini pada 

dasarnya tidak perlu melibatkan kontak antara pelaku dan anak sebagai orang 

yang bersangkutan. 

Kebrutalan seksual terhadap anak muda adalah ketika seseorang 

memanfaatkan anak untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan seksual. Tidak 

terbatas pada seks saja, namun juga tindakan-tindakan yang mengarah pada 

tindakan seksual terhadap anak, misalnya menyentuh tubuh anak secara fisik, 

terlepas dari apakah anak tersebut mengenakan pakaian, segala jenis penetrasi 

seksual, termasuk penyusupan ke dalam mulut anak dengan menggunakan barang- 

barang atau pelengkap; membuat atau memberi kuasa kepada anak untuk 

mengambil bagian dalam gerakan seksual, dengan sengaja melakukan tindakan 

seksual di depan mata anak atau tidak melindungi dan mencegah anak melihat 

tindakan seksual yang dilakukan oleh orang lain; membuat, menyebarluaskan, dan 

menayangkan gambar atau film yang memuat adegan anak-anak dalam sikap atau 

tindakan menjijikan, dan menampilkan gambar, foto, atau film anak-anak yang 

menunjukkan tindakan seksual. 

Pedofilia adalah jenis kebiadaban atau pelanggaran hukum, dan juga 

merupakan jenis kebrutalan seksual yang merugikan baik secara nyata maupun 

mental. Dengan cara ini, pedofilia adalah jenis daya pikat fisik yang tidak wajar. 

Ketika seseorang secara fisik tertarik pada orang-orang yang berada di luar usia 
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atau fase transformasi mereka, itu dianggap tidak pantas secara sosial, misalnya, 

remaja atau orang dewasa tertarik pada anak-anak. Artinya, orang dewasa atau 

remaja yang lebih berpengalaman yang pada dasarnya secara fisik tertarik pada 

anak-anak atau dalam hal apa pun dianggap aneh. Fakta bahwa itu aneh membuat 

pada titik apa pun secara sosial dianggap merosot, pelakunya sendiri juga sadar. 

Ada dua cara potensial untuk merespons: mengubah diri sendiri atau diam-diam 

memenuhi kecenderungan seksualnya. 

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. 

Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau 

sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan 

menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Menurut Santoso kekerasan juga 

bisa diartikan sebagai serangan memukul merupakan kategori hukum yang 

mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual 

kekuatan fisik kepada orang lain. Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” 

yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan 

dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan 

defenisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal 

Justice, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. 

Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang 

mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hakmilik. 

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan 

kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, 

perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar 
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atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau 

perampasan hak. Sedangkan kekerasan terhadap anak atau child abuse adalah 

perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak 

secara fisik maupun emosional. Istilah child abuse meliputi berbagai macam 

bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua 

atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak 

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, kekerasan adalah : 

Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 

 

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga 

golongan, yaitu : 

a. Kekerasan Fisik 

 

Struktur ini adalah yang paling tidak menuntut untuk dipahami, klasifikasi 

kebiadaban semacam ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, 

mencekik, mendorong, menggerogoti, membenturkan, berkompromi dengan 

benda tajam, dll. Korban kejahatan semacam ini sebagian besar muncul langsung 

pada penampilan korban yang sebenarnya seperti cedera, sekarat, patah tulang, 

pingsan dan struktur lain dengan keadaan yang lebih serius. Kebiadaban asli yang 

harus terlihat, dirasakan oleh tubuh. Kebiadaban yang sebenarnya muncul sebagai 

hilangnya kesejahteraan atau kapasitas substansial biasa, hingga hilangnya nyawa 

seseorang. 
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b. Kekerasan Psikis 

 

Kebiadaban semacam ini tidak terlalu mencolok, hasil yang dirasakan oleh 

korban tidak membuat jejak yang jelas bagi orang lain. Efek dari kebiadaban ini 

akan mempengaruhi sensasi perasaan tidak percaya diri dan senang, berkurangnya 

rasa percaya diri dan harga diri orang yang bersangkutan. Jenis-jenis kebiadaban 

atau pelanggaran besar semacam ini adalah penggunaan kata-kata tak kenal 

ampun, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan individu di depan orang 

lain atau secara terbuka, meremehkan dengan kata-kata, dll. Karena cara 

berperilaku ini, korban sebagian besar akan merasa di bawah standar, biasa-biasa 

saja, merasa tidak berguna, dan lemah dalam mengambil keputusan. Kebiadaban 

yang membidik jiwa atau jiwa sehingga dapat mengurangi atau bahkan 

menghilangkan kapasitas khas roh. Model: kebohongan, penanaman, bahaya, dan 

ketegangan. 

c. kebrutalan seksual 

 

Brutalitas sebagai perlakuan menjijikan dari orang lain, latihan yang 

mengarah pada hiburan seksual, kata-kata eksplisit, dan memasukkan anak-anak 

ke dalam lingkaran prostitusi, dll. Yang diingat dalam klasifikasi ini umumnya 

adalah tindakan yang muncul sebagai paksaan atau mengambil langkah untuk 

berhubungan seks, melakukan siksaan atau tindakan kejam dan pergi termasuk 

individu yang bernama anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual, semua 

perilaku yang mendorong demonstrasi perilaku yang tidak pantas terhadap anak- 

anak baik di sekolah, di keluarga, dan di lingkungan sekitar rumah anak diingat 
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untuk klasifikasi kebiadaban ini. Untuk sementara, Suharto mengatur 

penganiayaan anak-anak menjadi: 

a. Pelecehan Aktual (Kekerasan Fisik) 

 

Kekejaman yang sebenarnya terhadap anak-anak adalah penyiksaan, pemukulan 

dan pelecehan terhadap anak-anak terlepas dari penggunaan barang-barang 

tertentu, yang menyebabkan cedera atau kematian anak-anak. Jenis lukanya bisa 

berupa area tergores, atau bengkak karena kontak atau tenaga kasar, misalnya 

lekukan, remasan, ikat pinggang atau rotan. 

b. Pelecehan Mental (Kekerasan Psikologis) 

 

Kekejaman mental terhadap anak-anak, termasuk menegur penyampaian kata-kata 

kasar dan jorok, menunjukkan buku bergambar, dan film eksplisit kepada anak- 

anak. Anak-anak yang mendapatkan perawatan ini sebagian besar menunjukkan 

efek samping dari cara berperilaku yang maladaptif, misalnya menarik diri, malu- 

malu, menangis ketika didekatkan, ragu-ragu untuk pergi dari rumah dan enggan 

bertemu individu. 

c. Pelecehan Seksual (Kekerasan Seksual) 

 

Kekejaman seksual terhadap anak-anak dapat berupa perlakuan pra-kontrak 

seksual antara anak muda dan individu yang lebih mapan (melalui kata-kata, 

kontak, gambar visual), atau perlakuan perjanjian seksual langsung antara anak 

dan orang dewasa (perkawinan sedarah, penyerangan, seksual ganda). - 

berurusan). 

d. Pelecehan Sosial (Kekerasan Sosial) 
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Kebiadaban sosial, dapat mencakup pengabaian anak-anak dan pelecehan 

terhadap anak-anak. Pengabaian anak adalah sikap dan perlakuan wali yang tidak 

fokus sepenuhnya pada proses perkembangan dan kemajuan anak. Misalnya, 

anak-anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak dilengkapi dengan 

instruksi dan layanan medis yang sesuai. Perlakuan ganda terhadap anak-anak 

menunjukkan perspektif yang menindas atau perlakuan yang tidak menentu 

terhadap anak-anak oleh keluarga atau masyarakat. Misalnya, mendorong seorang 

anak untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan finansial, sosial atau politik 

tanpa berfokus pada hak istimewa anak untuk mendapatkan asuransi sesuai 

dengan perubahan fisik, mental, dan kesejahteraan ekonominya. Misalnya, anak- 

anak muda dipaksa bekerja untuk kepentingan moneter yang harus dipenuhi. 

3. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana 

 

1. Pengertian Pembuktian 

 

Pembuktian berasal dari kata “konfirmasi” yang dalam “Kamus Besar 

Bahasa Indonesia” dicirikan sebagai sesuatu yang mengungkapkan realitas 

peristiwa atau artikulasi yang asli. Konfirmasi adalah demonstrasi atau perbuatan 

untuk menunjukkan realitas suatu peristiwa yang telah terjadi. Menurut penilaian 

beberapa ahli hukum, mengenai pembuktian antara lain sebagai berikut: 

a. R. Subekti 

 

Pembuktian adalah interaksi untuk meyakinkan penguasa yang ditunjuk 

terhadap realitas pertentangan atau pertentangan yang dikemukakan dalam suatu 

perdebatan. Dari penilaian ini sangat terlihat bahwa R. Subekti menempatkan 

pentingnya verifikasi untuk memperoleh kepastian dan dengan keyakinan ini 
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bermaksud untuk membentengi realitas pertentangan tentang realitas hukum yang 

menjadi pokok persoalan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut maka 

pejabat yang ditunjuk akan mendapatkan premis kepastian untuk meloloskan 

suatu pilihan/terpidana. 

b. M. Yahya Harahap 

 

Pembuktian adalah pengaturan yang memuat aturan dan aturan tentang 

cara-cara yang dilegitimasi oleh peraturan untuk menunjukkan tanggung jawab 

yang telah dibebankan kepada yang berperkara. Konfirmasi juga merupakan suatu 

pengaturan yang mengatur pembuktian yang dilegitimasi oleh peraturan yang 

dapat digunakan oleh putusan dalam membuktikan kesalahan penggugat. M. 

Yahya Harahap, dalam pemeriksaan pembuktian, menambahkan nol pada bagian 

dari pembuktian, terlepas dari sah tidaknya pembuktian yang diajukan. Karena, 

seandainya bukti yang diajukan tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam 

undang-undang, maka pada saat itu hasilnya sah dan berharganya bukti yang 

diajukan tidak dapat dinyatakan sebagai bukti yang substansial. 

Sebuah. Anshoruddin dengan mengacu pada beberapa penilaian menguraikan 

pembuktian sebagai berikut: 

a) Menurut Muhammad at Thohir Muhammad 'Adb al 'Aziz, mendemonstrasikan 

suatu kasus adalah memberikan data dari pembuktian dengan tujuan dapat 

meyakinkan orang lain. 

b) Menurut Sobhi Mahmasoni, mendemonstrasikan suatu kasus adalah 

memperkenalkan alasan dan memberikan argumentasi pada tingkat yang 
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meyakinkan. Ini menyiratkan hal-hal yang menjadi harapan atau pilihan 

berdasarkan eksplorasi dan pertentangan tersebut. 

c) Menurut JCT Simorangkir, pengukuhan adalah suatu usaha yang dilakukan 

oleh para ahli untuk menyampaikan kepada pejabat yang berwenang 

bagaimanapun banyak hal yang dapat diharapkan dalam keadaan yang 

berhubungan dengan suatu perkara sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya 

oleh hakim sebagai bahan pertimbangan. memutuskan. 

Menurut Anshoruddin, konfirmasi adalah rangkaian penjelasan atau alasan 

sehingga dengan data atau alasan tersebut pejabat yang ditunjuk dibujuk untuk 

memberikan atau memutuskan suatu pilihan. 

B. Sudikno Mertukusumo, terbukti memiliki beberapa implikasi, sebagai berikut: 

 

a) Dalam pengertian yang koheren, mendemonstrasikan adalah memberikan 

jaminan langsung karena berlaku untuk semua orang dan tidak mengizinkan 

pembuktian yang membatasi; 

b) Dalam pengertian tradisional, konfirmasi adalah memberikan kepastian yang 

bersifat relatif atau relatif; dan 

c) Dalam pengertian yuridis, mendemonstrasikan adalah memberikan alasan yang 

cukup kepada pejabat yang ditunjuk yang melihat keadaan yang dimaksud untuk 

memberikan keyakinan tentang kenyataan peristiwa yang diajukan. 

Dalam hal sebagaimana dikemukakan oleh Anshoruddin, pembuktian 

merupakan suatu gerak proklamasi atau motivasi untuk memperoleh kepastian, 

maka daripada Sudikno Mertukusumo, Sudikno melihat alat bukti sebagai alat 
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untuk mendapatkan kepastian, apakah itu kepastian relatif atau relatif atau 

keyakinan langsung. 

Premis konfirmasi adalah pembuktian, pembuktian dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang memadai untuk menunjukkan realitas suatu hal, verifikasi bila 

dilihat menurut sudut pandang yang sah, konfirmasi adalah teknik, siklus atau 

tindakan untuk memberikan bukti bahwa seseorang tercela atau tidak bertanggung 

jawab dalam suatu kesempatan yang sah secara bersamaan. Ekuitas. Jadi 

pembuktian adalah pencarian kebenaran materiil sebelum pemeriksaan 

pendahuluan untuk menunjukkan kesalahan pihak yang berperkara sesuai pasal 

yang didakwakan menggunakan alat bukti menurut undang-undang sebagai 

pemikiran penguasa yang ditunjuk dalam memilih suatu perkara. Pertimbangan 

gagasan verifikasi dalam penulisan audit ini direncanakan untuk memberikan 

gambaran, gagasan dan kendala dalam memahami pembuktian yang akan 

direnungkan dalam pembicaraan pemeriksaan ini. 

2. Jenis-jenis Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana 

 

Waluyadi, berpendapat ada beberapa hipotesis pembuktian dalam hukum 

acara pidana, yaitu: 

A. Waktu Keyakinan 

 

Kerangka verifikasi keyakinan-dalam-waktu memutuskan apakah penggugat 

bertanggung jawab, secara eksklusif oleh penilaian otoritas yang ditunjuk dari 

keyakinan. Keyakinan otoritas yang ditunjuk yang memutuskan tanggung jawab 

tergugat, khususnya dari mana hakim menarik dan menyelesaikan keyakinannya, 

tidak menjadi masalah dalam kerangka ini. Kepastian dapat diambil dan 
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diselesaikan oleh pejabat yang ditunjuk dari bukti yang telah dianalisisnya dalam 

acara pengadilan. Demikian pula dapat dibayangkan bahwa akibat-akibat dari 

penilaian pembuktian diabaikan oleh penguasa yang ditunjuk, dan dengan cepat 

mencabut keyakinan dari pernyataan atau pengakuan tertuduh; 

B. Conviction-Raisonee 

 

Memang, bahkan dalam kerangka keyakinan-pembebasan, keyakinan hakim 

sebenarnya mengambil bagian penting dalam memutuskan apakah penggugat 

bertanggung jawab. Bagaimanapun, dalam kerangka ini, faktor keyakinan hakim 

dibatasi. Jika dalam pengaturan pembuktian waktu pemidanaan, tugas pemidanaan 

hakim tidak terbatas, maka dalam kerangka pemidanaan-pembebasan, pemidanaan 

pejabat yang ditunjuk harus ditegakkan dengan alasan yang jelas. berperkara 

berdasarkan pemikiran. Selanjutnya, pilihan tersebut juga didasarkan pada alasan- 

alasan yang dapat diakui oleh akal (masuk akal). Pejabat yang ditunjuk 

berkewajiban untuk menggambarkan dan memahami alasan-alasan yang 

mendasari keyakinannya atas tanggung jawab termohon. Kerangka ini atau 

hipotesis pembuktian juga disebut pembuktian bebas karena hakim diperbolehkan 

mengemukakan alasan-alasan di balik keyakinannya (vrijs bewijstheorie). 

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke 

stelsel) 

Kerangka ini diarahkan oleh pedoman konfirmasi yang tidak sepenuhnya 

diatur oleh peraturan, untuk menunjukkan secara spesifik terlepas dari apakah 

tergugat bertanggung jawab secara eksklusif berdasarkan bukti yang sah. 

Pemenuhan perjanjian pembuktian yang menurut undang-undang cukup untuk 
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memutuskan kesalahan penggugat tanpa meneliti keyakinan hakim, untuk lebih 

spesifik terlepas dari apakah pejabat yang ditunjuk memastikan tanggung jawab 

termohon, tidak menjadi masalah. Susunan pembuktian ini lebih mendekati 

pedoman disiplin dalam kaitannya dengan peraturan. Penjatuhan pidana terhadap 

seseorang pada dasarnya tidak diatur di bawah kekuasaan seorang hakim, namun 

atas kekuasaan suatu peraturan berdasarkan pedoman, seorang yang berperkara 

harus didakwa dan dikutuk dengan asumsi bahwa apa yang dipersalahkan itu 

benar-benar dibuktikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang substansial. 

sarana dan bukti. sesuai regulasi. Kerangka kerja ini dikenal sebagai hipotesis 

verifikasi formal (foemele bewijstheorie). 

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief 

wettelijke stelsel) 

Pengaturan pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan 

hipotesis antara susunan alat bukti menurut undang-undang secara positif dan 

susunan pengukuhan sesuai dengan keyakinan atau pemidanaan sesuai jadwal. 

Kerangka kerja ini menggabungkan komponen berkepala dingin dan abstrak 

dalam memutuskan apakah pihak yang berperkara off-base atau tidak, tidak ada 

yang paling dominan di antara kedua komponen tersebut. Termohon dapat 

dinyatakan tercela dalam hal pertanggungjawaban yang dipersalahkan dapat 

dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus 

pembuktian kesalahan itu “diikuti” oleh pemidanaan yang berwenang yang 

ditunjuk. Hipotesis pembuktian dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: 

Conviction-in Time, Conviction-Raisonee, positief wettelijke stelsel dan negative 
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wettelijke stelsel. hukum secara negatif pasti umumnya disinggung sebagai 

wettelijke stelsel negatif. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, 

dalam kerangka pembuktian legitimasi negatif, ada dua bagian untuk memutuskan 

apakah seorang tergugat bertanggung jawab, khususnya: 

a) Pembukuan harus dilakukan dengan teknik dan dengan pembuktian yang 

sah menurut undang-undang; 

b) Keyakinan hakim juga harus didasarkan pada teknik dan dengan bukti 

yang sah menurut hukum. 

Tindakan pengukuhan dalam siklus hukum yang berlaku di Indonesia pada 

umumnya akan bersifat positif sebagaimana ditunjukkan oleh undang-undang, hal 

ini karena dalam interaksi penilaian di pendahuluan, hakim seringkali diarahkan 

pada pembuktian yang sah menurut peraturan perundang-undangan di pengadilan. 

kalimat pada responden. Melaksanakan KUHAP, mengingat KUHAP tidak 

memberikan klarifikasi yang menyeluruh dan mendalam tentang arti penting 

verifikasi. 

KUHAP hanya menahan tugas penegasan dalam Pasal 183 bahwa seorang 

pejabat yang ditunjuk tidak dapat memaksakan suatu hukuman kepada seseorang 

kecuali jika dengan tidak kurang dari dua bukti yang cukup ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu perbuatan pelanggar hukum telah benar-benar terjadi dan 

bahwa penggugat benar-benar bersalah karena melaksanakannya. 

Dalam pengaturan yang sah, makna penegasan adalah mencari realitas dari 

suatu peristiwa yang sah. Acara yang sah adalah kesempatan yang memiliki hasil 

yang sah. Berkaitan dengan peraturan pidana, pembuktian merupakan pusat dari 
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pendahuluan perkara pidana karena yang dicari dalam peraturan pidana adalah 

kebenaran materiil. 

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap pemeriksaan. 

Karena untuk mencari dan mengamati peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan 

suatu demonstrasi kriminal untuk melakukan pemeriksaan atau tidak, pada tahap 

ini telah ada pembuktian, dengan kegiatan para ahli mencari bukti, untuk 

mengecilkan suatu perbuatan pelanggar hukum dan memutuskan atau mencari 

tahu siapa pelakunya. pelaku atau tersangka. 

Klarifikasi tentang arti penting pembuktian dan hipotesis pembuktian dalam 

audit penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang apa yang 

dimaksud akuntansi dalam kaitannya dengan suatu perbuatan pelanggar hukum, 

siapa saja yang dapat dipermasalahkan dengan pembuktian dalam mengungkap 

suatu perbuatan bajingan, dan bagaimana cara pembuktiannya. pembuktian dapat 

digunakan sebagai pembuktian bahwa telah terjadi atau bukan merupakan suatu 

kesalahan, siapa pelakunya atau tersangkanya dan hubungan dengan pemerhati 

mahkota dalam menunjukkan suatu kesalahan yang nantinya akan digunakan 

sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam penyelesaian pada pilihan yang sah 

dan meyakinkan. 

5. Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Pidana 

 

Aturan pembuktian, pencipta awalnya akan memahami gagasan verifikasi, 

untuk lebih spesifik: 
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a) Suatu pembuktian harus berkaitan dengan perdebatan atau kasus yang sedang 

ditangani. Faktanya, pembuktian itu terkait dengan realitas yang menonjolkan 

realitas suatu peristiwa. 

b) Bukti harus memadai atau diperbolehkan. Biasanya bukti yang diakui adalah 

tanpa bantuan dari orang lain yang berlaku. Meskipun demikian, mungkin ada 

bukti yang relevan namun tidak dapat diterima, misalnya upeti de auditu atau 

kebisingan. 

c) Tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara ilegal. Selain itu, dalam peraturan 

pidana, terlepas dari apakah suatu alat bukti dapat diterapkan dan dibenarkan 

menurut pandangan penyidik, pembuktian tersebut dapat dikesampingkan oleh 

hakim dalam hal pengadaan alat bukti tersebut tidak selesai sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. standar. 

d) Setiap bukti penting dan dapat diterima harus dinilai oleh otoritas yang 

ditunjuk. Di sini pejabat yang ditunjuk akan memeriksa kewajaran bukti yang 

diajukan ke pengadilan, yang kemudian akan digunakan sebagai alasan pemikiran 

hakim dalam memutuskan suatu pilihan. 

Ide pembuktian dengan memanfaatkan pembuktian ini, hakim akan mendapatkan 

dasar-dasar untuk memutuskan suatu pilihan dalam menyelesaikan suatu perkara. 

Kemudian, pada saat itu, sehubungan dengan standar konfirmasi, lebih spesifik: 

Sebuah. Apa yang pada umumnya diketahui tidak boleh ditunjukkan. Aturan ini 

tertuang dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Pedoman ini dapat disinggung sebagai 

notoire feiten atau realitas notoir. Secara keseluruhan, realitas dibagi menjadi dua 

pertemuan, khususnya: 
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1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui masyarakat bahwa hal atau peristiwa itu 

pasti keadaannya atau seharusnya demikian. 

2) Suatu kenyataan atau pengalaman yang sampai akhir zaman membawa akhir 

seperti itu atau umumnya akhir seperti itu. 

B. Menjadi pengamat adalah sebuah komitmen 

 

Komitmen seseorang untuk menjadi pengamat diatur dalam penjelasan Pasal 159 

ayat (2) KUHAP, yaitu: “Seseorang yang menjadi pengamat setelah dipanggil ke 

sidang untuk memberikan keterangan namun dengan menolak komitmen itu dia 

mungkin tergantung pada hukuman pelanggar hukum berdasarkan pengaturan 

peraturan terkait, serta dengan spesialis. 

Sebuah. Satu pengamat bukan pengamat (unus testis nullus testis) 

 

Standar ini terkandung dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, secara spesifik: 

"Pernyataan pengamat saja tidak cukup untuk menunjukkan bahwa tergugat 

bersalah secara sah atas demonstrasi yang dipersalahkan." Berdasarkan aturan ini, 

jika hanya ada satu pengamat, bukti dianggap cacat, sehingga diperlukan 

setidaknya dua pengamat. 

B. Pengakuan termohon tidak menghilangkan komitmen pemeriksa umum untuk 

membuktikan kesalahan penggugat 

Aturan ini merupakan sertifikasi dari sesuatu yang bertentangan dengan standar 

"pembuktian balik" yang tidak dirasakan oleh peraturan acara pidana yang berlaku 

di Indonesia. Sesuai Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan 

penggugat saja tidak cukup untuk menunjukkan bahwa ia bersalah secara sah atas 

demonstrasi yang dipersalahkan, tetapi harus disertai dengan bukti lain". Aturan 
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ini merupakan desakan sesuatu yang bertentangan dengan pedoman "pembuktian 

beralih" yang tidak dirasakan oleh peraturan acara pidana yang berlaku di 

Indonesia. 

Sesuai Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Pernyataan penggugat saja 

tidak cukup untuk menunjukkan bahwa ia bersalah secara sah atas demonstrasi 

yang dipersalahkan, namun harus disertai dengan bukti lain”. 

C. Pernyataan penggugat hanya membatasi dirinya sendiri 

 

Standar ini diarahkan dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang mengandung 

pengertian bahwa apa yang dikemukakan oleh termohon di persidangan hanya 

dapat diakui dan dianggap sebagai bukti yang sah dan membatasi bagi penggugat 

sendiri. Sebagaimana ditunjukkan oleh aturan ini, apa yang dimaknai oleh 

seseorang dalam responden pendahuluan, harus digunakan sebagai bukti terhadap 

dirinya sendiri. Jika untuk suatu keadaan responden terdiri dari beberapa 

kelompok, maka setiap pernyataan dari setiap pihak yang berperkara hanyalah 

bukti yang membatasi dirinya sendiri. Penegasan Tergugat A tidak dapat 

digunakan terhadap Terdakwa B, begitu juga sebaliknya. 

Hal penting mengapa pencipta memasukkan aturan pembuktian perkara pidana ini 

dalam pemeriksaan tertulis adalah untuk mengetahui dan memahami batasan- 

batasan atau pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan pengamat yang 

sah secara hukum yang dapat digunakan atau digunakan sebagai bukti dalam 

menunjukkan suatu kesalahan yang nantinya akan masuk akal. dari asosiasi antara 

realitas. lebih jauh lagi, peristiwa yang terjadi. 
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6. Sistem Pembuktian 

 

Kerangka pembuktian adalah suatu kesatuan atau keseluruhan susunan yang 

berbeda dalam hal pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama 

lain yang tidak dapat dibedakan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebagian 

dari hipotesis pembuktian yang telah diuraikan di atas, yang diterapkan di 

Indonesia dan digunakan sebagai susunan pembuktian dalam perkara pidana, 

sebagaimana digambarkan dalam Pasal 183 KUHAP dengan rincian sebagai 

berikut. : “Hakim tidak dapat memaksakan suatu pidana kepada seseorang kecuali 

apabila sah sekurang-kurangnya dua alat bukti. , ia memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa tergugat yang melakukannya.” 

Rincian Pasal 183, cenderung terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan pada 

tidak kurang dari dua bukti substansial, digabungkan dengan keyakinan hakim 

yang diperoleh dari pengukuhan tersebut. Tidak ada yang dominan di antara 

kedua komponen tersebut, keduanya saling terkait. Ini menyiratkan bahwa 

aksesibilitas setidaknya dua bit bukti tidak sampai memaksakan kalimat pada 

responden. 

Hakim diyakinkan akan tanggung jawab termohon, sehingga dalam hal 

setidaknya dua bukti tidak dapat diakses, otoritas yang ditunjuk tambahan tidak 

dapat memaksakan hukuman pada penggugat. Untuk situasi ini, hukuman 

pelanggar hukum terhadap termohon harus memenuhi dua keadaan langsung, 

khususnya bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Menilik penjelasan Pasal 183 

KUHAP, dinyatakan bahwa pejabat telah memutuskan bahwa kerangka 

pembuktian yang paling tepat dalam pelaksanaan peraturan di Indonesia adalah 
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kerangka pembuktian hukum negatif, untuk menjaga keadilan, kebenaran dan 

keabsahan. penjaminan, mengingat dalam kerangka pembuktian Untuk keadaan 

ini, terdapat koordinasi yang terpadu antara kerangka keyakinan tepat waktu 

(kerangka pembuktian yang pokoknya tergantung pada keyakinan ajudikator) dan 

kerangka wettelijk stelsel positif (hukum positif bukti). 

Pengaturan dalam Pasal 183 KUHAP praktis tidak dapat dipisahkan dengan 

pengaturan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, khususnya: “Tidak seorang pun dapat dipidana karena 

suatu perbuatan salah, kecuali pengadilan sebagai akibat dari pembuktian 

sebagaimana ditunjukkan oleh undang-undang meyakinkan bahwa seseorang yang 

dipandang sebagai orang yang dapat diandalkan, benar-benar bersalah atas 

demonstrasi yang dituduhkan kepadanya.” 

Wujud dari perpaduan kedua pemikiran tersebut dalam pengaturan Pasal 

183 KUHAP seharusnya terlihat dalam rencana pemidanaan baku untuk setiap 

penetapan pilihan perkara penjahat yang menyatakan “secara sah dan 

meyakinkan”. “Asli” untuk keadaan ini mengandung pengertian bahwa hakim 

dalam memberikan pilihan tergantung pada pembuktian yang sah sebagaimana 

diatur dalam KUHAP dan peraturan serta pedoman yang berbeda. Sementara 

"membujuk" untuk situasi ini benar-benar bermaksud bahwa dari bukti 

substansial, keyakinan otoritas yang ditunjuk dibingkai. 

Rencana kerangka pembuktian ini jelas untuk membantu alasan pengaturan 

cara pidana, khususnya untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. 

Terwujudnya kebenaran materiil sebagai tujuan definitif peraturan acara pidana, 
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khususnya untuk mewujudkan permintaan, keserasian, pemerataan, dan bantuan 

pemerintah di ranah publik. 

7. Beban Pembuktian 

 

Hasil koheren dari keseluruhan rangkaian hukum pembuktian dikaitkan 

dengan adanya aturan kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Menurut peraturan 

pidana, disadari bahwa ada 3 (tiga) spekulasi mengenai kewajiban membuktikan 

sesuatu, khususnya kewajiban membuktikan sesuatu pada pemeriksa umum, 

kewajiban membuktikan segala tuntutan atas responden, dan kewajiban yang 

layak untuk membuktikan setiap klaim. 

Sebuah. Kewajiban membuktikan segala tuntutan terhadap penyidik umum, 

kewajiban membuktikan segala hipotesis menegaskan bahwa pemeriksa umum 

harus menunjukkan tanggung jawab penggugat dengan alat bukti yang sah yang 

diajukan pada pendahuluan untuk meyakinkan pejabat yang berwenang atas 

kesalahan termohon. Kewajiban untuk membuktikan sesuatu ini berkaitan dengan 

pedoman asumsi tidak bersalah dan merupakan perwujudan dari standar tidak 

menuduh diri sendiri (non self implikasi). 

B. Kewajiban untuk membuktikan segala tuntutan terhadap termohon 

Berdasarkan hipotesis ini penggugat sendiri efektif membela diri dalam perkara 

pelanggar hukum di tingkat pendahuluan. Dalam kewajiban untuk membuktikan 

setiap klaim, penggugat mengambil bagian yang berfungsi dalam menunjukkan 

bahwa dia tidak bersalah dengan menyiapkan semua bukti di bawah tatapan 

pengadilan yang stabil. Konsekuensi dari kewajiban untuk membuktikan hipotesis 

klaim adalah bahwa jika termohon tidak dapat membela diri secara efektif, 
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penggugat akan dinyatakan bertanggung jawab oleh pengadilan. Kewajiban untuk 

membuktikan suatu hipotesis dikenal sebagai kewajiban sebaliknya untuk 

membuktikan suatu hipotesis. 

C. Penyesuaian kewajiban untuk membuktikan sesuatu Berdasarkan 

hipotesis ini, penyidik umum dan termohon serta penasihat hukumnya saling 

berdemonstrasi sebelum pemeriksaan pendahuluan. 

Kewajiban untuk membuktikan sesuatu sebagaimana diatur dalam KUHAP 

adalah kewajiban untuk membuktikan setiap tuntutan pada penyidik umum dan 

yang berperkara tidak mempunyai komitmen untuk membuktikan. Jadi kaitannya 

dengan penyusunan ini adalah bahwa penggunaan tambahan seorang pemantau 

berperkara dalam dokumen yang berbeda tidak sesuai dengan kewajiban untuk 

membuktikan sesuatu yang telah diatur dalam KUHAP. 

4. Tinjauan Umum Tentang Saksi 

 

1. Pengertian Saksi 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengamat adalah orang yang 

melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa, atau orang yang dapat 

memberikan data tentang motivasi pemeriksaan, dakwaan, dan pendahuluan 

mengenai suatu kesalahan yang didengar, dilihat, atau dialaminya. diri. 

Pengertian Pemantau menurut KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 26 KUHAP, Pemantau adalah “orang yang dapat memberikan data tentang 

motivasi pemeriksaan, penuntutan, dan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu 

perkara. tindak pidana korupsi yang ia dengar sendiri, dilihat dengan mata kepala 

sendiri dan ia jumpai sendiri.Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 
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Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diatur dalam Pasal 1 

angka 1 pemantau adalah orang perseorangan yang memberikan data kepada 

motivasi pemeriksaan, pemeriksaan, dakwaan dan pendahuluan terhadap hal-hal 

yang telah didengar sendiri, dialami sendiri, atau disadari siapa yang mengatur 

suatu kesalahan. yang menguraikannya dari sudut logika yang berbeda, namun 

berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa keadaan seseorang untuk 

dianggap sebagai pengamat adalah: 

Sebuah. Individu yang melihat atau mengamati dengan mata kepala sendiri suatu 

perbuatan yang salah. 

B. Individu yang mendengar sendiri peristiwa pelanggaran 

 

C. Orang-orang yang mengalami sendiri dan juga orang-orang yang langsung 

menjadi korban dari peristiwa-peristiwa yang merupakan demonstrasi kriminal. 

2. Jenis-Jenis Saksi 

 

Jenis-jenis pengamat dalam kerangka KUHAP adalah pengamat muatan, 

pengamat a de charge, pengamat master, dan pengamat mahkota. 

Sebuah. Saksi A Charge (melibatkan penggugat) 

 

Saksi ini adalah seorang pengamat yang mengimplikasikan seorang 

tersangka atau yang berperkara, dimana keterangannya menegaskan bahwa 

tersangka atau termohon telah melakukan perbuatan bajingan yang sedang 

dianalisa. Pemantau yang berimplikasi ini biasanya diajukan oleh pemeriksa 

umum dan dikenang atas dakwaannya, hal ini diselesaikan oleh penyidik umum 

mengingat dalam pemeriksaan pendahuluan ia harus mempunyai pilihan untuk 

menunjukkan semua yang dimintanya kepada pelaku kesalahan. 
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B. Saksi A de Charge (meringankan responden) 

 

Pemantau de Charge adalah pemantau yang meringankan tersangka atau 

tergugat, atau pemantau yang tidak menegaskan bahwa tersangka atau berperkara 

telah melakukan kesalahan. Pemantau yang meringankan ini pada umumnya 

diajukan oleh tersangka atau termohon atau konsultan hukum selama persidangan. 

Pasal 65 KUHP menyatakan bahwa tersangka atau yang berperkara mempunyai 

pilihan untuk mencari dan menghadirkan pengamat atau berpotensi orang dengan 

penguasaan luar biasa untuk memberikan data yang baik baginya. 

C. Pengamat utama 

 

Pasal 1 angka 28 KUHP, bahwa pernyataan induk adalah data yang 

diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang 

diharapkan untuk mengecilkan suatu perkara pelanggar hukum dengan tujuan 

akhir penilaian. Terhadap pernyataan induk ini diatur dalam KUHP dalam Pasal 

184 ayat (1) huruf b dan pernyataan induk ini merupakan alat bukti yang berbeda 

dalam peraturan acara pidana. Keterangan master oleh dan pada pendahuluan 

dapat diberikan secara langsung, artinya master yang bersangkutan secara 

langsung memberikan pernyataan di pengadilan sesuai dengan hakim atau 

penyidik umum. 

D. Saksi Mahkota (Kroon Geterige = Saksi Buaya) 

 

Dalam praktek hukum disadari bahwa terdapat pemerhati mahkota, 

khususnya saksi-saksi yang diambil dari salah seorang tersangka atau berperkara 

yang kepadanya diberikan mahkota. 
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3. Saksi Mahkota 

 

Istilah saksi mahkota tidak memiliki definisi yang benar dalam KUHAP. 

Beberapa penilaian yang cukup mumpuni, misalnya Loebby Loqman, menyatakan 

bahwa pemerhati mahkota adalah pernyataan pihak berperkara individu, yang 

umumnya terjadi dalam acara kepentingan. Sejalan dengan itu, Syaiful Bahkri 

memaknai bahwa umumnya pemerhati mahkota adalah pengamat yang diambil 

dari salah satu tersangka atau berperkara yang kepadanya mahkota diberikan. 

Andi Hamzah mengungkapkan bahwa pengertian atau pengertian crown observer 

adalah bahwa seorang yang berperkara (umumnya yang paling ringan 

kesalahannya) dijadikan (diinisiasi) sebagai pengamat, dan diberi mahkota, yang 

tidak akan menjadi responden lagi. 

Kemudian istilah saksi mahkota ini juga dapat ditemukan definisinya dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2437K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan:23 

“Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah 

seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan 

perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”. 

Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa 

adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau 

diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan 

ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut 

Loebby Loqman dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah 

 

 
 

23 Hukum Online. Definisi Saksi Mahkota. Http://www.hukumonline.com. Akses 11 

Desemer 2022 jam 13.11 Wib. 

http://www.hukumonline.com/
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kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. 

Saksi mahkota :24 

Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum 

mengajukan “saksi” di persidangan yang mana saksi ini dalam 

kedudukannya sebagai terdakwa dengan syarat bahwa saksi tersebut tidak 

termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan 

kesaksian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Setiyono, Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, Lex 

Jurnalica Volume 5 Nomor 1, 2007. hlm. 30. 
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BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Kekuatan Kesaksian Korban Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan 

Dalam Keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir 

Peraturan pidana memberikan gambaran keseluruhan bahwa pelakunya 

melakukan kesalahan seks melalui bujukan (Seduire: meyakinkan, mendorong) 

dan penyerangan. Pesona adalah suatu dorongan dan paksaan untuk menyambut 

kaki tangan seseorang untuk melakukan persetubuhan, yang sangat mengabaikan 

standar moral atau menyalahgunakan hukum. Rutinitas rutin wanita itu membujuk 

sumpah yang baik untuk dipasang dan nasibnya akan ditanggung atau wanita itu 

mendapat ketegangan tertentu, misalnya dengan mengatakan yang berikut: 

Bila kamu betul-betul mencintai saya, buktikanlah cinta itu dengan 

bersenggama atau relasi seksual atau coitus merupakan bentuk cinta yang 

besar dari seseorang wanita.25 

 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Candra Siska selaku korban 

tindak pidana persetubuhan didampingi oleh Orang tuanya bernama Normawati 

bahwa korban disetubuhi oleh pamannya pada saat orang tua sedang pergi kerja 

ke kebun dan pulangnya sudah sore hari, paman memberikan bujukan dan rayuan 

agar korban mau mengikuti keinginan pamannya.26 

Sedangkan perkosaan (rape) ialah perbuatan cabul, melakukan 

persetubuhan dengan kekerasan dan paksaan. Persetubuhan merupakan perbuatan 

kriminil yang dikecam oleh masyarakat, dan bisa dituntut dengan hukuman, 
 

25 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, 

Bandung, 1989. hlm. 236. 
26 Hasil wawancara dengan dengan Candra Siska selaku korban tindak pidana persetubuhan 

didampingi Orang tuanya bernama Normawati pada tanggal 21 November 2021 jam 14.19 Wib. 
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persetubuhan selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks yang sangat kuat atau 

abnormal, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa. Biasanya dimuati unsur- 

unsur kekejaman dan sifat sadistis.27 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nella Risandi selaku korban 

yang didampingi oleh orang tuanya bernama Rosdianti bahwa saat ayah tirinya 

meminta persetubuhan dengan korban pada saat ibunya sedang pergi ke sawah 

baru pulang ke rumah kalau sudah kondisi sore menjelang magrib.28 

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak-anak, meskipun tidak 

dilakukan dengan meyakinkan atau mendorong secara hukum, dikenang sebagai 

kelas demonstrasi kriminal seks dengan anak-anak (kekerasan seksual yang 

didefinisikan secara hukum). Secara garis besar unsur-unsur yang menyebabkan 

terjadinya tindak pidana unjuk rasa seks adalah: 

1. Dampak kemajuan sosial yang tak terhindarkan tidak memperhatikan 

moral berbusana yang menutupi aurat yang dapat mendorong berbagai 

perkumpulan untuk berbuat keji dan keji. 

2. Cara hidup atau cara hubungan antara orang-orang yang semakin bebas, 

tidak kurang lebih siap untuk mengakui apa yang harus dilakukan dan apa yang 

disangkal sebanding dengan standar etika sehubungan dengan hubungan antara 

orang-orang. 

3. Rendahnya wawasan dan antusiasme terhadap standar ketat yang terjadi 

secara lokal. Sifat-sifat tegas yang semakin tercabik-cabik di mata publik atau 

contoh-contoh hubungan genap yang umumnya semakin menyanggah tugas 
 

27 Ibid, hlm. 237. 
28 Hasil wawancara dengan dengan Nella Risandi selaku korban tindak pidana persetubuhan 

didampingi Orang tuanya bernama Rosdianti pada tanggal 22 November 2021 jam 10.44 Wib. 
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agama sangat berpotensi bagi seseorang untuk menimbulkan kedengkian dan 

merugikan orang lain. 

4. Rendahnya tingkat kontrol sosial menyiratkan bahwa berbagai cara 

berperilaku yang dikaitkan dengan penyimpangan, mengabaikan peraturan dan 

standar yang ketat tidak mendapatkan reaksi dan manajemen dari komponen 

daerah setempat. 

5. Pilihan hakim yang dirasa tidak bisa dibenarkan, misalnya pilihan yang 

benar-benar ringan diserahkan kepada pelakunya. Adalah layak untuk mendukung 

individu-individu dari daerah setempat untuk bertindak tercela dan jahat. Ini 

berarti bahwa orang-orang yang ingin melakukan kejahatan sudah tidak takut 

dengan persetujuan yang sah yang akan mereka dapatkan. 

6. Kegagalan pelaku untuk menguasai perasaan dan hasrat seksualnya. 

 

Kerinduan seksual yang dibiarkan berkelok-kelok dan menuntunnya untuk 

mencari pemenuhan kompensasi. 

7. Keinginan pelaku untuk mendapatkan balasan terhadap disposisi, wacana 

(pilihan) dan perilaku korban dipandang sebagai merusak dan menghambat. 

Pelanggaran seks ditopang oleh pekerjaan pelakunya, tempat orang yang 

bersangkutan dan pengaruh iklim, membuat gambaran sosok manusia yang lalai 

untuk menangani perasaan dan indra seksualnya secara tepat, sedangkan orang 

yang bersangkutan (dalam kasus-kasus tertentu) juga memainkan dirinya sebagai 

faktor kriminogenik, pentingnya sebagai pengemudi langsung atau menyimpang. 

melawan penyerangan. Tempat pelaku dengan korban juga didukung oleh fungsi 
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iklim, (misalnya, jauh dari kelompok, tempat yang tenang, dan tertutup) yang 

memungkinkan pelaku untuk melakukan aktivitas berbahayanya tanpa hambatan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulisna yang didampingi dengan 

Zurianty selaku orang tuanya yang mengatakan bahwa disetubuhi oleh ayah 

tirinya selalu didahului dengan ancaman, terkadang mengunakan pisau supaya 

korban mau memenuhi nafsu si ayah tiri, persetubuhan telah dilakukan selama 

setahun dan tidak diketahui oleh siapa pun.29 

Dalam penyelidikan kesalahan orang dapat mengatakan bahwa tidak ada 

kesalahan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian, korban merupakan 

anggota yang paling mendasar, walaupun sekali lagi disebut sebagai perbuatan 

salah tanpa korban, namun harus diartikan sebagai perbuatan yang tidak 

menimbulkan korban lagi, misalnya penggunaan obat-obatan terlarang, perjudian, 

penghapusan janin, di mana korban bergabung sebagai pelakunya. 

Pekerjaan korban kesalahan ini berhubungan dengan apa yang dilakukan 

korban, kapan sesuatu dilakukan, di mana selesainya. Pekerjaan korban memiliki 

hasil dan dampak bagi korban itu sendiri dan kelompoknya, pertemuan yang 

berbeda dan iklim. Antara orang yang bersangkutan dan pelakunya ada hubungan 

yang bermanfaat, bahkan dalam hal kesalahan tertentu, korban seharusnya dapat 

diandalkan. 

Alasan berkembangnya kesalahan ini sangat membingungkan, dan dalam 

variabel yang membingungkan ini, satu komponen mempengaruhi yang lain. 

Edwin H. Sutherland mengatakan bahwa perbuatan salah adalah akibat dari 

 

29 Hasil wawancara dengan dengan Sulisna selaku korban tindak pidana persetubuhan 

didampingi Orang tuanya bernama Zulianty pada tanggal 23 November 2021 jam 15.17 Wib. 



60  

 

 

berbagai faktor yang berbeda dan berubah. Terlebih lagi, bahwa variabel-variabel 

ini hari ini dan di masa depan tidak dapat diurutkan berdasarkan pengaturan 

umum yang diakui dengan praktis tidak ada kasus khusus atau semuanya; Tidak 

ada hipotesis logis untuk memahami cara berperilaku kriminal. Membahas 

perbuatan salah, R. Soesilo mengakui pentingnya perbuatan salah, secara spesifik: 

1. Menurut perspektif yuridis, yang dimaksud dengan perbuatan salah adalah 

demonstrasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum. 

2. Menurut pandangan humanistik, yang dimaksud dengan perbuatan salah 

adalah demonstrasi atau tindakan yang selain menyakiti korban, juga sangat 

tidak nyaman bagi masyarakat, lebih spesifiknya seperti hilangnya 

keseimbangan, harmoni, dan permintaan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Gerson W. Bawengan, ada tiga 

pengertian perbuatan salah yang ditunjukkan dengan tujuan masing-masing, yaitu: 

1. Pemahaman yang membumi 

 

Kekeliruan dalam pengertian ini adalah suatu perjanjian yang merupakan 

pelanggaran terhadap standar yang ketat, kebiasaan, kekonvensionalan dan 

standar yang didapat dari kebiasaan yang mendapat tanggapan sebagai disiplin 

atau kasus khusus. 

2. Melihat Secara Religius 

 

Kejahatan dalam pengertian yang ketat ini mengakui kejahatan dengan 

pelanggaran, dan setiap kesalahan dirusak dengan disiplin neraka pada jiwa yang 

rusak. 

3. Pemahaman Yuridis 
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Perbuatan salah dalam arti yuridis dalam KUHP hanyalah demonstrasi yang 

bertentangan dengan Pasal-pasal Buku II, hal itu dikenal sebagai perbuatan salah. 

Dalam mengkaji variabel-variabel penyebab terjadinya perbuatan zina terhadap 

anak, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam ilmu pidana terdapat cara-cara 

berpikir yang menyebabkan terjadinya perbuatan salah, yaitu: 

1. Sekolah Italia atau Sekolah humaniora 

 

Tokoh populer dari aliran ini adalah C. Lambroso, ia mengungkapkan bahwa 

pelanggar hukum sebagai aturan umum, dilihat dalam perspektif antropologis, 

harus terlihat dari keadaannya yang unik dalam hubungannya dengan orang yang 

berbeda (keluarga hemodelinguens) seperti anomali dalam tengkorak, sorotan 

wajah lebar, wajah miring, hidung celaka, alis miring terbalik, dll. Selain itu, 

Lambroso mengemukakan teori atavisme, menyiratkan bahwa seorang penjahat 

tiba-tiba memulihkan karakteristik yang tidak digerakkan oleh nenek moyang 

terdekatnya tetapi dari lebih jauh dari prekursor. 

2. Sekolah Prancis atau Sekolah Lingkungan 

 

Sekolah ini awalnya dibuat di Perancis dengan karakter Lamark, G. Tardo dan 

Manourier dan A. Lacassagne. Menurut sekolah ini, seseorang melakukan 

kesalahan karena dipengaruhi oleh variabel alami di sekitarnya / iklim moneter, 

sosial, sosial dan perlindungan serta budaya yang menggabungkan perbaikan 

dengan seluruh dunia serta pengungkapan mekanis baru. Dengan banyaknya 

barang dagangan dari luar negeri, seperti TV, buku dan film dengan berbagai jenis 

iklan, misalnya promosi, mereka juga menentukan tingkat kesalahannya. 

Sementara itu, sebagaimana dikemukakan oleh G. Tardo, perbuatan salah itu jelas 
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bukan merupakan efek samping antropologis, melainkan humanistik, sebagai 

berbagai pelanggaran di mata publik yang dibatasi oleh peniruan identitas. 

 

3. Mazhab Bio-Sosiologi 

 

Ferri memberi syarat tentang kemajuan setiap perilaku buruk yang dihasilkan 

dari keadaan individu, fisik dan sosial. pada satu waktu bagian individu yang 

paling kritis. Keadaan sosial membentuk perilaku buruk, namun ini berasal dari 

bakatnya yang secara alami bertentangan dengan bakat sosial (normal dan 

spiritualis). Sekolah Bio-Sosiologi sebenarnya merupakan perpaduan antara 

sekolah Antropologi dan Sosiologi, mengingat cara ilustrasinya bergantung 

pada cara munculnya setiap perilaku buruk mengingat cara: 

a. Faktor individual seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga 

karena faktor lingkungan. Faktor indvidu yang diperoleh sebagai warisan 

dari orangtuanya, keadaan badannya, kelamin, umur, intelek, tempramen 

kesehatan dan minuman keras. 

b. Faktor keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan 

kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis) keadaan 

ekonomi, tingkat peradaban. 

 

Tokoh-tokoh aliran ini adalah F. A. K Krauss dan M. De Baets. Menurut para 

ketua mazhab ini, ketidakhadiran seseorang terhadap agama merupakan salah satu 

unsur yang menyebabkan kezaliman, karena dalam diri seseorang menjadi keji 

karena tidak tegas, atau membutuhkan agama, sehingga ada hukum keadaan dan 

hasil yang logis di sekolah ini. 

1. Sekolah Pak Paul Moedikno Moeliono 

 

Menurut sekolah ini, diisolasi menjadi 5 (lima) perkumpulan, yaitu: 

Sebuah. Kelompok Salah Anda Sendiri (SS) 



63  

 

 

Aliran ini berpendapat bahwa kesalahan muncul karena melalui dan melalui 

kebebasan individu (dibebaskan dari kehendak). 

B. Tidak Salah Grup (TOS) 

 

Sekolah ini merekomendasikan bahwa alasan kesalahan disebabkan oleh 

keturunan alami, budaya ekologis, kemampuan selain iklim, sentimen yang ketat. 

Jadi perbuatan salah adalah pernyataan unsur-unsur alam sosial, bio-humanistik, 

dan mendalam. 

C. Grup yang Salah Secara Alami 

 

Aliran ini mengungkapkan bahwa perbuatan salah disebabkan oleh unsur-unsur 

alam. 

D. Grup Campuran 

 

Membahas pertemuan campuran, lebih baik untuk awalnya mendapatkan terapi 

Adler dan Freud. Mereka membagi konstruksi individu tunggal menjadi tiga 

bagian, untuk lebih spesifiknya: 

I. Das Es = Id 

 

Das Es berisi keinginan-keinginan makhluk yang setiap kali diminta untuk 

dipahami dan sama sekali tidak disadari, pada lapisan ini keinginan itu bersifat 

produktif (karisma) dan ada sifat malapetaka (penghinaan, perlu gigit debu). 

Kedua kekuatan ini saling bersaing, menyebabkan tekanan. 

ii. Das Ich = Ego 

 

Sangat, bekerja untuk mengatur permintaan Das Es sesuai standar kehidupan. 

Lapisan ini memilih keinginan Das Es. 

aku aku aku. Uber Ich = Super Ego 
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Uber Ich adalah organisasi yang paling tinggi dalam mengendalikan aktivitas 

manusia dan memiliki kebajikan, standar yang mempengaruhi ukiran batin pada 

citra super diri. Superego mengontrol citra diri dan memberikan kesalahan dan 

pengakuan atas aktivitas citra diri. Individu menerima ketika diri super batin 

membatasi minat mereka dan membimbing mereka ke hal-hal yang mengatur 

tinggi. Sebelum pengaturan "keyakinan" ini ada pertentangan antara das ich dan 

das es. 

2. Sekolah Dialog 

 

Aliran ini mengkomunikasikan kemampuan dengan iklim dalam pertukaran 

dengan orang-orang. Manusia memiliki pertukaran dengan iklim sehingga ia 

dipengaruhi oleh iklim dan mempengaruhi iklim. Pelanggaran seks terhadap anak 

dalam kasus pidana adalah pelanggaran seksual yang terjadi atas dasar unsur yang 

berbeda. Untuk keadaan ini, unsur pokok terjadinya suatu kesalahan berasal dari 

pelakunya sendiri, tetapi juga dari faktor yang berada di luar pelaku itu sendiri. 

Kuatnya pernyataan korban terhadap perbuatan zina dalam keluarga Di 

Polres Indragiri Hilir memiliki unsur batin, khususnya variabel-variabel yang 

terdapat pada pelakunya sehingga ia untuk keadaan ini melakukan perbuatan zina 

dengan anak di bawah umur sebagai korban. Faktor dalam, khususnya: 

1. Keadaan pikiran Kondisi mental atau keadaan diri yang aneh dari seorang 

individu juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang salah. 

Misalnya, hasrat seksual yang tidak biasa, perilaku disfungsional, psikopatologi 

dan bagian mental dari impuls seksual. Adapun kekacauan yang menyebabkan 

kemerosotan cara berperilaku, individu tidak dapat memisahkan antara perbuatan 
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besar dan perbuatan menjijikkan. 94 Jenis hubungan seksual yang tidak normal 

dan tidak masuk akal adalah hubungan seks yang tidak dapat diandalkan, dan 

didorong oleh impuls dan kecenderungan yang tidak biasa. 

2. Moral 

 

Moral merupakan variabel yang signifikan untuk menentukan tingkat 

kesalahan. Etika sering disinggung sebagai saluran untuk berkembangnya cara 

berperilaku yang merosot, karena etika merupakan pelajaran tentang keutamaan 

dan sangat penting dalam menentukan cara berperilaku. Dengan etika individu, 

secara alami ia akan menjauhi setiap aktivitas yang menjijikkan. Sedangkan 

individu yang tidak etis akan cukup sering melakukan pelanggaran. 

3. Organik 

 

Terapi mendidik dari Sigmund Freud, bahwa orang hidup dalam karisma 

seksualis. Jika seseorang tidak dapat menangani dirinya sendiri dalam hal ini, itu 

akan menyebabkan pelanggaran seksual seperti yang dikatakan oleh P. Lucas 

bahwa gagasan tentang kejahatan secara intrinsik ada sejak lahir dan diperoleh 

dari anak cucu. Seperti yang ditunjukkan oleh Sigmund Freud, setiap orang 

memiliki kharisma yang umumnya meminta untuk disampaikan, untuk 

melampiaskan moxie yang terhenti di tubuh manusia umumnya tidak dapat diakui 

oleh orang, alasannya adalah akibat langsung dari praktik yang diterima, seperti 

ketat standar, standar moral, dan praktik yang diterima. peraturan. Dalam standar 

tersebut terdapat syarat-syarat yang berlaku agar dorongan tersebut dapat 

tersampaikan, salah satunya adalah dengan menikahi seseorang yang cukup 

dewasa. 
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4. Kesalahpahaman Tentang Kencan 

 

Beberapa jenis penyebaran kasih sayang yang tidak dapat diterima selama 

percintaan. Remaja sering kali memiliki pandangan yang tidak dapat diterima 

bahwa periode percintaan adalah titik di mana seseorang mungkin dipuja atau 

disayang oleh kekasihnya. Untuk situasi ini, jenis artikulasi pemujaan (cinta) 

dapat dikomunikasikan dengan cara yang berbeda, misalnya, memberi hadiah 

bunga mawar, pelukan, ciuman, dan dalam hal apa pun, berhubungan seks. 

Dengan kecurigaan yang tidak berdasar ini, itu juga akan memicu aktivitas yang 

salah. Hubungan yang nyaman antara jenis kelamin lain (laki-laki dan perempuan 

yang bukan pasangannya atau bukan mahramnya) adalah variabel yang sangat 

kuat dalam kasus pelanggaran seksual. Pelakunya pasti tercela, namun campur- 

baur yang dilakukan dapat disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan secara tidak 

langsung oleh orang yang bersangkutan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wirasmawati yang didampingi oleh 

Ibunya bernama Darmi mengatakan bahwa mau melakukan persetubuhan dengan 

Pamannya dikarenakan sering curhat dengan pamannya mengenai hubungan 

pacaran korban, pamannya memberikan nasehat dan menjadikan alasan sering 

ketemu dan memudahkan pamannya melakukan persetubuhan dengan korban 

secara berkali-kali.30 

 

 

 
 

 

 

 
 

30 Hasil wawancara dengan dengan Wirasmawati selaku korban tindak pidana persetubuhan 

didampingi Orang tuanya bernama Darmi pada tanggal 24 November 2021 jam 09.55 Wib. 
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4. Umur Atau Usia 

 

Sebagaimana diketahui bahwa manusia itu mempunyai masa-masa/periode 

perkembangan atau life-stadium, antara lain :31 

A. Masa remaja, masa ini merupakan masa yang vital, khususnya sebagai dasar 

atau alasan bagi kemajuan anak-anak dalam pergantian peristiwa berikutnya. Jika 

saat ini salah jalan dalam mendidik dan mendidik, anak muda terkadang akan 

menghadapi kehidupan yang menyedihkan. 

B. Masa muda, masa ini merupakan masa perkembangan yang pesat bagi 

manusia, khususnya dalam bidang seksual. Saat ini, anak muda harus hidup 

sebagai orang dewasa, tetapi dia belum berkembang, sehingga dia mendapat 

kejutan (bermain dan minum), dia mulai memberikan kehidupan model langsung 

kepada orang-orang, tetapi dia masih belum dewasa. dalam kebosanan. Dia 

melacak perhatian. Berulangnya kesalahan di masa ketidakdewasaan ini tinggi, 

tingkat pelanggaran saat ini adalah tingkat yang paling penting dari periode yang 

berbeda. 

C. Dewasa utama, saat ini kekuatan pengembangan waskita telah diciptakan dan 

perhatian telah muncul pada orang-orang, dan kemajuan mental telah menjadi 

lebih mantap. Perkembangan tubuh telah mencapai puncaknya. Selain itu, dalam 

masa dewasa pertama ini, seksualitas sebenarnya memainkan peran penting dan 

kekambuhan masih tinggi. 

Adanya perlakuan dan perlindungan yang sangat baik dari aparat Kepolisian 

Resor Indragiri Hilir, tidak sesuai dengan keterangan yang penulis peroleh dari 

 
 

31 M. Ridwan dan Ediwarman, Op.Cit, hlm. 10. 
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responden. Aparat Kepolisian Resor Indragiri Hilir dinilai kurang berperspektif 

terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan dalam menangani kasus tindak 

pidana persetubuhan.32 Hambatan-hambatan tersebut antara lain: Ditingkat 

Kepolisian Kepolisian Resor Indragiri Hilir: 

1. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dirasa memojokkan korban. 

2. Menghalangi pendamping korban pada waktu melapor. 
3. Dalam kasus persetubuhan, penyidik hanya bertumpu pada ketentuan 

mengenai persetubuhan saja sehingga apabila tidak ditemukan unsur-unsur 

persetubuhan pada korban penyidik tidak menggunakan landasan hukum 

lainnya. 

4. Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk mengumpulkan bukti 

sendiri. 

5. Kasus dibuat mengambang dan bahkan di bekukan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Citranawati selaku korban tindak 

pidana persetubuhan didampingi Orang tuanya bernama Ruwina mengatakan 

bahwa melakukan pelaporan atas perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan 

oleh bapak tirinya, tetapi memerlukan bukti-bukti yang cukup disebabkan tindak 

pidana persetubuhan dilakukan pada waktu yang cukup lama, sehingga 

memberikan laporan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap.33 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Wawancara dengan, Briptu M. Arief Maulana selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal 

Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 19 November 2021 jam 10.22 Wib. 
33 Hasil wawancara dengan dengan Nella Risandi selaku korban tindak pidana persetubuhan 

didampingi Orang tuanya bernama Rosdianti pada tanggal 22 November 2021 jam 10.44 Wib. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana persetubuhan dalam 

keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir bahwa kekuatan kesaksian 

korban terhadap tindak pidana persetubuhan dalam keluarga Di 

Kepolisian Resor Indragiri Hilir memiliki faktor internal adalah faktor 

yang terdapat dalam diri si pelaku sehingga ia dalam hal ini melakukan 

tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban. Adanya 

perlakuan dan perlindungan yang sangat baik dari aparat Kepolisian 

Resor Indragiri Hilir, tidak sesuai dengan keterangan yang penulis 

peroleh dari responden. Aparat Kepolisian Resor Indragiri Hilir dinilai 

kurang berperspektif terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan 

dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan. 

2. Hambatan dan kendala kekuatan kesaksian korban terhadap tindak 

pidana persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir 

bahwa hambatan teknis, yaitu ketidak keterbukaan dalam memberikan 

keterangan oleh saksi korban yang beranggapan aib atas tindak pidana 

persetubuhan, walaupun pelaku atau tersangka tindak pidana 

persetubuhan masih memiliki hubungan keluarga. Keterangan dari aparat 

Kepolisian Resor Indragiri Hilir dengan fakta yang terjadi di lapangan 

memang jauh berbeda, tidak bijak jika kemudian muncul stigma atau 
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anggapan bahwa kinerja aparat Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam 

menangani kasus persetubuhan semua bersikap demikian. 

B. Saran 

 

1. Dalam penanganan perkara Para Penyidik memiliki pengetahuan 

mengenai kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana persetubuhan 

terutama dalam keluarga yang memiliki faktor yang terdapat dalam diri si 

pelaku sehingga ia dalam hal ini melakukan tindak pidana persetubuhan 

terhadap anak sebagai korban. 

2. Adanya strategi penanganan perara akibat dari ketidakketerbukaan dalam 

memberikan keterangan oleh saksi korban yang beranggapan aib atas 

tindak pidana persetubuhan, walaupun pelaku atau tersangka tindak pidana 

persetubuhan masih memiliki hubungan keluarga,   sehingga tidak bijak 

jika kemudian muncul stigma atau anggapan bahwa kinerja aparat 

Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus persetubuhan. 
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